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ABSTRAK

Khairunnisa. 2023. “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana
Tidung”. Skripsi S1-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Mulawarman. Di bawah bimbingan Bapak Raden Priyo Utomo. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung
Tahun Anggaran 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif dengan menghitung efektivitas Pajak Daerah serta Retribusi
Daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis efektivitas
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata
efektif dan Retribusi Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata sangat
efektif. Selanjutnya untuk kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki hasil rata-rata sangat kurang dan kontribusi
Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021 memiliki
hasil rata-rata sangat kurang.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan
Asli Daerah
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ABSTRACT

Khairunnisa,2023. “An Analysis of Local Taxes Contribution Effectivity and
Regional Levies toward Locally-generated Revenue of Kabupaten Tana Tidung”.
Accounting Undergraduate Thesis, Economic and Business Faculty of
Mulawarman University. Under the guidance of Mr. Raden Priyo Utomo, this
research aims to analyze the effectivity of Regional Taxes and Regional Levies and
their contribution against Original Regional Income in Tana Tidung Regency for
the 2017-2021 Fiscal Years. The method used in this research is quantitative
descriptive by calculating the effectiveness of Regional Taxes and Regional Levies
and the contribution to Regional Original Income. The results of the effectiveness
of Regional Taxes and Regional Retributions analysis in Tana Tidung Regency
show that the level of Regional Taxes effectivity from 2017-2021 has average
effective results and Regional Retributions from 2017-2021 have very effective
average results. Furthermore, the contribution of Regional Taxes to Original
Regional Income from 2017-2021 has very low average results and the contribution
of Regional Levies against Original Regional Income from 2017-2021 has very low
average results.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Regional Levy, Regional
Original Income
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas yaitu
sebesar 1,905 juta km?2 yang terdiri dari banyak provinsi. Oleh karena itu, Indonesia
menerapkan sistem desentralisasi agar pemerintah dapat dengan mudah mengelola
dan mengembangkan wilayahnya. Otonomi daerah yang telah diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk memudahkan
pelayanan dari pemerintah daerah ke masyarakat, dengan adanya otonomi daerah
diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola dan mengembangkan daerahnya,
tetapi setiap wilayah memiliki masalah tersendiri dalam mengembangkan
daerahnya. Untuk membangun infrastruktur daerah pemerintah memerlukan dana,
dana yang digunakan pada pembangunan ini berasal dari penerimaan keuangan
negara yang telah didapatkan melalui penerimaan dari sektor perpajakan,
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber penghasilan negara dan
daerah yang merupakan cara pemerintah untuk memperoleh dana guna memenuhi
kebutuhan rumah tangga negara maupun untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh
karena itu, pemungutan pajak dan retribusi perlu diperhatikan apakah pemungutan
dari pajak dan retribusi telah efektif dan berkontribusi dalam menaikan penghasilan
negara. Karena Indonesia merupakan wilayah yang luas, maka pemerintah

membagi pemungutan pajak menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah.



Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut oleh pemerintah daerah,
kedua pungutan ini merupakan salah satu pungutan yang dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli
Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut peraturan perundang-
undangan.

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang berada di
provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung menjalankan kegiatan
pemerintah yang sah sejak tahun 2013, salah satunya yaitu mengenai peraturan
keuangan daerah. Dalam menjalankan keuangan daerah memiliki tujuan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mengenai
pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung

tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021

No Tahun Realisasi Realisasi Realisasi
Pajak Daerah Retribusi Daerah PAD
1 2017 Rp6.230.005.338,30 Rp488.014.666,00 Rp25.983.850.903,60
2 2018 Rp2.770.234.099,70 Rp519.386.201,00 Rp18.727.015.628,58
3 2019 Rp3.618.913.387,04 Rp503.314.352,00 Rp20.308.596.176,63
4 2020 Rp3.440.103.869,12 Rp972.295.144,00 Rp11.941.721.402,71
5 2021 Rp3.767.579.642,80 Rp642.047.033,00 Rp19.857.987.030,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT



Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Realisasi Asli Daerah
Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun
2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp25.983.850.903,60, pada tahun 2018
mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp18.727.015.628,58, kemudian pada
tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp20.308.596.176,63 pada tahun
2020 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi sebesar Rp11.941.721.402,71
dan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar
Rp19.857.987.030,66. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah pada
tahun 2017 merupakan realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp6.230.005.338,30, pada
tahun 2018 realisasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.770.234.099,70,
pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan vyaitu menjadi sebesar
Rp3.618.913.387,04, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali
menjadi sebesar Rp3.440.103.869,12, pada tahun 2021 mengalami kenaikan
kembali menjadi sebesar Rp3.767.579.642,80. Dilihat dari Tabel 1.1 Realisasi
Retribusi Daerah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp488.014.666,00, pada tahun
2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp519.386.201,00, pada tahun 2019
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp503.314.352,00, kemudian pada tahun
2020 kembali mengalami kenaikan dan merupakan realisasi tertinggi di antara
tahun lainnya menjadi sebesar Rp972.295.144,00, pada tahun 2021 mengalami
penurunan lagi menjadi sebesar Rp642.047.033,00. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.



1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang

ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.

1.3

Bagaimana efektivitas pajak daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021?
Bagaimana efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian adalah

sebagai berikut:

1.

1.4

Mengetahui efektivitas pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021
Mengetahui efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan
dijadikan referensi terhadap pengembangan teori dan penerapan Efektivitas
dan Kontribusi Pajak Retribusi dalam menaikan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Tana Tidung, serta diharapkan dapat menjadi sarana pembagian

ilmu pengetahuan yang dipelajari secara teoritis.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi pemerintah
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh
pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai bahan masukan,
pertimbangan dan pemikiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Tana Tidung.
3. Manfaat Regulasi
Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan adanya
penelitian ini diharapkan dapat mendorong tingkat efektivitas dari pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli

daerah.



BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Theory Development From Below

Theory Development From Below atau pembangunan wilayah dari bawah
ke atas ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya
untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
Davey, K (1988) dalam penelitiannya berpendapat bahwa dalam Theory
development from below ini merupakan suatu fenomena masyarakat dapat melihat
manfaat langsung dari pembangunan di daerah mereka, maka masyarakat akan
lebih suka membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding kepada
pemerintah pusat..

Pembangunan wilayah dari bawah ke atas merupakan pendekatan
alternatif yang akan menekan ketimpangan sosial dan sumber daya alam antar
wilayah. Stohr (1981) menekankan pemerintah daerah harus lebih bisa
mengembangkan daerahnya dengan memaksimalkan sumber daya (sosial,
ekonomi, politik), ini bertujuan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung
pada pemerintah pusat. Stohr berpendapat bahwa konsep ini merupakan strategi
pembangunan daerah dan pendekatan yang menitikberatkan pada upaya
menghilangkan ketergantungan pada daerah terhadap pusat. Syarat-syarat yang
harus dipenuhi/diperoleh daerah sebagai berikut :

1. Pemisahan daerah dan pusat
Pertama, konvergensi daerah, keterkaitan antara pusat dan daerah

diwujudkan di bawah kekuasaan daerah yang berdaulat. pemanfaatan sumber



daya alam di wilayahnya. Kedua, pendekatan fungsional lebih menitikberatkan
pada proses birokrasi yang kompleks antara pusat dan daerah.
2. Pemaksimalan sumber daya alam dan manusia daerah/daerah
Daerah harus fokus mendukung sektor tertentu yang dikembangkan
secara keseluruhan dengan industri dan infrastruktur yang mendukung
pembangunan sektor. Termasuk kebijakan yang selalu mendukung
pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah
pembangunan.
3. Didukung penuh (dilaksanakan) oleh masyarakat
Masyarakat harus memahami kebijakan pemerintah mengenai tujuan
setiap kegiatan pembangunan, sehingga memiliki kegiatan ekonomi yang
improvisasi dan inovatif sejalan dengan kebutuhan proyek penyegaran

pemerintah.

2.2 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 1 ayat 6 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Otonomi daerah memiliki arti Pemerintah Pusat memberikan tugas dan tanggung
jawab kepada pemerintah daerah. Tugas-tugas ini beroperasi dalam sistem birokrasi
pemerintahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah tujuan dari

pemberian otonomi kepada wilayah ini.



Sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintah  Daerah, menandakan Indonesia telah mengubah sistem
pemerintahannya dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini didasarkan pada
Pasal 18 UUD 1945, yang membagi negara Indonesia menjadi beberapa provinsi,
yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten,
dan kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang berlandaskan undang-
undang. Pemerintah memberikan otonomi daerah kepada kabupaten dan kota
melalui pemberian kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional (Mardiasmo 16:2019). Ini
berarti bahwa pemberian tanggung jawab ini akan diikuti dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta

pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
menurut peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan yang dipungut oleh daerah yang pemungutannya berdasarkan pada

peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan (Nooraini & Yahya 2018).



Pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Pasal 30 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat
(1). Seharusnya tidak ada lagi perdebatan tentang definisi pendapatan asli daerah
karena sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan bahwa
objek pendapatan asli daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat
diterima. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 26
ayat 1 yang berbunyi : “Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota,
dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan”. Forum koordinasi pimpinan daerah
(Forkopimda) merupakan forum vyang digunakan untuk membahas

penyelenggaraan masalah mengenai administrasi publik.

2.3.2 Sumbaer Pendapatan Asli Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pada pasal
26 ayat (1) kelompok pendapatan asli daerah dibagi berdasarkan jenis
pendapatannya yang terdiri dari:
1. Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 Pajak Daerah

yang selanjutnya selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
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Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat..

Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 22
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada
pasal 295 ayat (1), Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 285 ayat 1 huruf ¢ merupakan seluruh pendapatan
Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi
hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan
Layanan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh individu atau badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan

digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pajak daerah
merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari pengertian mengenai pajak daerah, maka
pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan
sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan
kata lain pajak daerah yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dan

pembangunan daerah.

2.4.2 Jenis Pajak Daerah
Bedasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 4 ayat 1-2 pajak

daerah dibagi menjadi dua bagian, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota :
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1. Pajak Provinsi

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari:

a.

b.

g.

PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);

BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
PAB (Pajak Alat Berat)

PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);
PAP (Pajak Air Permukaan);

Pajak Rokok; dan

Opsen Pajak MBLB

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, terdiri dari:

a.

b.

PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);

PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);

Pajak Reklame;

PAT (Pajak Air Tanah)

Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);

Pajak Sarang Burung Walet;

Opsen PKB; dan

Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Perlu diketahui bahwa setiap daerah tidak menerapkan seluruh pajak daerah,

karena telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat

3 berisi jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat tidak
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dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan

kebijakan daerah yang diterapkan dengan peraturan daerah.

2.4.3 Tarif Pajak Daerah
Tarif dari setiap pajak daerah menurut Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai

berikut:

1. Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan maksimal 1,2%
b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat dikenakan
secara progresif maksimal sebesar 6%

2. Tarif BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan
maksimal sebesar 12%

3. Tarif PAB (Pajak Alat Berat) ditetapkan dengan maksimal 0,2%

4. Tarif PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan
maksimal 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk
bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan dengan minimal 50% lebih
rendah dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

5. Tarif PAP (Pajak Air Permukaan) ditetapkan dengan maksimal 10%

6. Tarif Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai rokok.

7. Tarif PBB-P2Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) ditetapkan
dengan maksimal 0,5%

8. Tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditetapkan

dengan maksimal 5%
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9. Tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) ditetapkan dengan maksimal 10%

10. Tarif Pajak Reklame ditetapkan maksimal sebanyak 25%

11. Tarif PAT (Pajak Air Tanah) dengan maksimal 20%

12. Tarif Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ditetapkan dengan
maksimal 20%

13. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan maksimal 10%.

14. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan maksimal 66%

15. Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ditetapkan dengan

maksimal 66%

2.5 Retribusi Daerah
2.5.1 Definisi Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi daerah,
juga dikenal sebagai retribusi, merupakan pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan
Daerah, retribusi adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa
atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah
kepada individu atau organisasi. Menurut Anggoro (238:2017) pada dasarnya
pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat; namun, dalam proses

penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat, terjadi biaya untuk
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memastikan bahwa barang dan jasa tersebut dapat diakses. Retribusi daerah juga
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan
untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, retribusi ini juga bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kemandirian daerah. Retribusi
menekankan pada fasilitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang
dinikmati publik, berbeda dengan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan

pada kemampuan masyarakat dalam dunia usaha.

2.5.2 Jenis Retribusi Daerah
Mardiasmo (18:2018) menyebutkan bahwa objek retribusi daerah dibagi
menjadi tiga bagian :
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dipungut atas jasa
umum yang telah disediakan. Menurut TMbooks (34:2013) objek retribusi jasa
umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada
orang pribadi atau badan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jenis
retribusi jasa umum bisa ditiadakan jika potensi penerimaanya kecil atau atas
kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara gratis. Berikut
merupakan jenis retribusi jasa umum:
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan
sipil, dan;

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
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e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
f.  Retribusi pelayanan pasar
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i.  Retribusi penggantian biaya cetak peta
J.  Retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus
k. Retribusi pengolahan limbah cair
I.  Retribusi pelayanan tera/tera ulang
m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa
usaha yang telah diberikan. TMbooks (37:2013) Objek retribusi jasa usaha
merupakan pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip komersial sebagai berikut:
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau
b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.
Jenis retribusi usaha adalah sebagai berikut:

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

c. Retribusi tempat pelelangan
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d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat khusus parkir
f.  Retribusi tempat penginapan atau Pesanggrahan/villa
g. Retribusi rumah potong hewan
h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
i.  Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
J.  Retribusi penyeberangan di air, dan
k. Retribusi penjualan produksi dan usaha daerah.
Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang dipungut atas
perizinan tertentu yang telah disediakan. Menurut TMbooks (38:2013)
retribusi perizinan tertentu adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada individu atau organisasi untuk mengatur dan mengawasi
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dalam upaya melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu
sebagai berikut:
a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retribusi izin gangguan
d. Retribusi izin trayek, dan

e. Retribusi izin usaha perikanan.
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2.5.3 Subjek, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

1.

Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah individu atau organisasi yang
menggunakan atau menikmati layanan yang relevan. Prinsip dan tujuan
retribusi ini dibuat dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kapasitas masyarakat, elemen keadilan, dan kemanjuran
pengendalian atas pelayanan tersebut (Mardiasmo 23:2019). Yang dimaksud
dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan
biaya modal.
Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah individu atau badan yang
menggunakan dan menikmati pelayanan yang terkait dengan jasa usaha
tersebut. Prinsip dan tujuan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh jika usaha atau
pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berdasarkan harga pasar.
(Mardiasmo 23:2019).
Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek pemungutan dari retribusi perizinan tertentu adalah individu
atau badan menerima izin tertentu dari pemerintah daerah. Prinsip dan tujuan
retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk mengurangi sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan izin yang relevan. Yang berkaitan dengan biaya yang

terkait dengan pengelolaan izin ini meliputi biaya untuk penerbitan dokumen
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izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya

yang terkait dengan efek negatif dari izin tersebut (Mardiasmo 23:2019).

2.6 Efektivitas

Tidak ada pekerjaan yang benar-benar efektif karena tidak hanya dapat
mencapai hasil, tetapi juga menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, ruang,
atau benda. Keadaan yang memiliki pemahaman tentang kemungkinan terjadinya
efek atau akibat yang diinginkan disebut efektif. Semua organisasi, baik publik
maupun non-publik, memiliki visi dan misi yang digunakan untuk mencapai tujuan
mereka. Mahmudi (2019) mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara
keluaran dan tujuan. Proses kegiatan dikategorikan efektif apabila mencapai tujuan
dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Proses kerja suatu organisasi lebih
efektif jika output yang dihasilkan berkorelasi dengan pencapaian sasaran.
Pengukuran efektivitas organisasi berfokus pada kemampuan organisasi untuk
mencapai tujuan dan sasarannya. Konsep efisiensi, yaitu jumlah input atau sumber
yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan satu satuan output,
sering dikaitkan dengan konsep efektivitas.

Dikutip dari (Octovido et al., 2014) efektivitas menurut Djumhana
merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program
dengan target yang ditetapkan. Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi disini
akan digambarkan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan
target Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi (141:2019) menyebutkan bahwa

efektivitas dapat dikatakan efektif jika nilai efektivitasnya sebagai berikut :
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Tabel 2. 1 Nilai Efektivitas

Presentase Kriteria
Diatas 100% Sangat Efektif
100% Efektif
90%-99% Cukup Efektif
75%-89% Kurang Efektif
Kurang dari 75% Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi,(141:2019)

2.7 Kontribusi

Kontribusi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai
sumbangan, sedangkan kontribusi didefinisikan dalam Kamus Ekonomi sebagai
sesuatu yang diberikan bersama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian
tertentu atau bersama. Dalam bahasa Inggris, kontribusi berarti keterlibatan,
keikutsertaan, melibatkan diri, atau sumbangan. Dalam hal ini, kontribusi dapat
berupa materi maupun tindakan; dengan melakukannya, seseorang telah berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidupnya.

Menurut Halim & Igbal (2012) kontribusi digunakan untuk menentukan
sejauh mana retribusi daerah memberikan korelasi dengan penerimaan Pendapatan
Asli Daerah. Ini adalah analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar
kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi dianggap efektif jika nilai
kontribusinya sesuai dengan syarat-syarat berikut:

Tabel 2. 2 Nilai Kontribusi

Presentase Kriteria
Diatas 50% Sangat Baik
40,10% - 50% Baik
30,10% - 40% Cukup Baik
20,10% - 30% Sedang
10,10% - 20% Kurang
0,00% - 10% Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006



21

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.

Judul Penelitian/Nama
Peneliti/Tahun

Metode yang
Digunakan

Hasil Penelitian

1.

Sholiha & Bone (2022)
“Analisis Kontribusi dan
Efektivitas Pajak Hotel
terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kota Samarinda.”

Kuantitatif

Berdasarkan  hasil analisa  data,
diketahui bahwa kontribusi dari pajak
hotel pada PAD Kota Samarinda selama
5 (lima) tahun dalam kategori Sangat
Kurang Berkontribusi. Dapat diamati
pada rasio kontribusi dari pajak hotel
pada PAD Kota Samarinda selama
2016-2020 seluruhnya lebih kecil dari
10% (<10%). Berdasarkan pada hasil
analisis trend yang telah diestimasi,
dapat diketahui bahwa realisasi pajak
hotel tahun 2021 dan 2022 di prediksi
akan mengalami peningkatan, masing
masing sebesar Rp.28.039.017.350
pada 2021 dan sebesar
Rp.28.313.527.550 pada 2022,
Peningkatan realisasi pajak hotel juga
diiringi dengan peningkatan rasio
efektivitas pada tahun 2021 dan 2020,
masing-masing di prediksi akan tumbuh
sebesar 128,10% tahun 2021 dan
133,61% pada 2022. Kecenderungan
trend yang bergerak ke arah positif
menandakan bahwa pajak hotel Kota
Samarinda  berpeluang  mengalami
peningkatan pada periode berikutnya.

Jamain & Mahadi (2021)
“Analisis Efektivitas Pajak dan
Retribusi Daerah serta
Kontribusinya terhadap
Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Seram Bagian
Barat.”

Deskriptif
Kuantitatif

Hasil penelitian diketahui efektivitas
Pendapatan Pajak Daerah pada Kab.
Seram Bagian Barat Tahun 2015-2019
secara umum menunjukkan hasil sangat
efektif kecuali pada Tahun 2017 (tidak
efektif). Efektivitas Retribusi Pajak
Daerah Tahun 2015-2019 secara umum
menunjukkan hasil tidak efektif kecuali
Tahun 2016 (sangat efektif). Kontribusi
Pajak Daerah terhadap PAD selama
Tahun 2015 -2019 menunjukkan
peningkatan tren dari sangat kurang
pada Tahun 2015 menjadi sedang pada
Tahun 2019.

Mais & Yuniara (2020)
“Efektivitas Penerimaan
Retribusi Daerah dan
Kontribusinya terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah di DKI Jakarta Periode
2015-2019.”

Efektivitas penerimaan retribusi daerah
di DKI Jakarta diatas 100 persen,
sehingga dinyatakan sangat efektif.
tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada
tahun 2016 dengan memperoleh 104,05
persen. sedangkan tingkat efektivitas
terendah terjadi pada tahun 2019
dengan memperoleh 82,74 persen.
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No.

Judul Penelitian/Nama
Peneliti/Tahun

Metode yang
Digunakan

Hasil Penelitian

Kontribusi penerimaan retribusi daerah
di DKI jakarta diatas hanya mencapai
1,43 persen, sehingga dinyatakan sangat
kurang. tingkat kontribusi terendah
terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,29
persen, sedangkan tingkat kontribusi
tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan
memperoleh 1,83 persen.

Putri (2019) “Kontribusi dan
Efektivitas  Pajak  Daerah
terhadap  Pendapatan  Asli
Daerah  Kabupaten  Kutai
Kartanegara dan Kabupaten
Kutai Timur.”

Deskriptif
Kuantitatif

Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara kurang memberikan
kontribusinya terhadap PAD daripada
kontribusi Pajak Daerah yang diperoleh
Kabupaten Kutai Timur yang sedang
berkontribusi terhadap PAD. Kontribusi
Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur
memberikan kontribusi yang sedang
terhadap PAD, hasil ini lebih baik
daripada Kabupaten Kutai Kartanegara
yang kurang berkontribusi terhadap
PAD. Efektifitas Pajak Daerah terhadap
PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara
terlihat sangat efektif. Efektifitas Pajak
Daerah terhadap PAD di Kabupaten
Kutai Timur terlihat sangat efektif.
Trend Linear dan Non Linear
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kabupaten Kutai Timur memiliki
perhitungan prospek peramalan hasil
yang meningkat di lima tahun yang akan
datang.

Safuridar et al. (2019) Analisis
“Efektivitas dan Kontribusi
Pajak serta Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli di
Daerah Kabupaten Aceh
Timur.”

Deskriptif
Kuantitatif

Hasil penelitian diketahui tingkat
efektivitas PAD di Kabupaten Aceh
Timur dari perhitungan rata-rata
diperoleh dari tahun 2008-2017 sebesar
75,8% atau dalam kriteria kurang
efektif.  Hasil  penelitian  untuk
kontribusi pajak daerah terhadap PAD
perhitungan rata-rata kontribusi pajak
dari tahun 2008-2017 sebesar 14,9%.
Hasil penelitian untuk kontribusi
retribusi daerah terhadap PAD rata-rata
kontribusi retribusi dari tahun 2008
sampai dengan tahun 2017 sebesar
20,1%.

Mintalangi & Lady (2019)
“Analisis Kontribusi Pajak dan
Retribusi Daerah Terhadap
PAD di Kabupaten Kepulauan
Talaud.”

Kuantitatif

Hasil Penelitian Kontribusi pajak
daerah terhadap PAD pada pada tahun
2016 dan 2018 dengan kriteria
kontribusi sedang dan pada tahun 2017
cukup baik. Kontribusi  Retribusi
Daerah terhadap PAD Kabupaten
Kepulauan Talaud pada tahun 2016-
2018 pada tahun 2016 dengan kriteria
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No.

Judul Penelitian/Nama
Peneliti/Tahun

Metode yang
Digunakan

Hasil Penelitian

kontribusi cukup baik, tahun 2017
sedang dan pada tahun 2018 sudah baik.
Growth pajak dan retribusi daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud tidak
berhasil yaitu kurang dari 30%.

Sumber: Hasil reviu dalam berbagai jurnal (2023)

2.9 Kerangka Berpikir

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Target

Realisasi

Efektivitas

Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Penulis (2023)




BAB I111

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan
pendapatan yang diperoleh dari pungutan Pajak Daerah Kabupaten Tana
Tidung, Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

3.1.2  Pajak Daerah

Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pajak yang
dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung yang bersifat
memaksa dan berdasarkan undang-undang.

3.1.3  Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pungutan
yang diberikan olen pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai
pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Tana Tidung untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3.1.4  Efektifitas

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana

Tidung merupakan hubungan antara keluaran (realisasi) dan tujuan (target).

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat
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menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan
retribusi sesuai dengan yang ditargetkan.
3.1.5 Kontribusi

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana
Tidung digunakan untuk menentukan sejauh mana Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Tana Tidung memberikan sumbangan/kontribusi dalam

menaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung.

3.2 Jenis Penelitian

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (7:2017) metode
penelitian deskriptif kuantitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu
fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan,

sistematis dan secara akurat.

3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di Kalimantan Utara tepatnya berada di
daerah Kabupaten Tana Tidung. Data yang didapatkan juga berasal dari Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung.

3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif
dengan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 sampai 2021.
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Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data
sekunder, data sekunder data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021 yang
bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Tana Tidung.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan untuk menjawab
rumusan masalah yang telah ada. Berikut merupakan teknik analisis data yang
digunakan pada penelitian :
1. Metode Analisis Deskriptif
Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode
penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif
(Sugiyono 1:2017). Jenis analisis data deskriptif kualitatif ini sering digunakan
untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan/situasi.
2. Analisis Efektivitas
Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Efektivitas
pajak daerah dan retribusi daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi
pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah dengan target pendapatan pajak

daerah dengan rumus sebagai berikut:

Efektivit Realisasi Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi DaerahX 100%
ektivitas =
f Target Pajak Daerah/Retribusi daerah °

Kriteria nilai efektivitas yang digunakan dalam menilai efektivitas
pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah

sebagai berikut:
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Tabel 3. 1 Nilai Efektivitas

Presentase Kriteria
Diatas 100% Sangat Efektif
100% Efektif
90%-99% Cukup Efektif
75%-89% Kurang Efektif
Kurang dari 75% Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (141:2019)

3. Analisis Kontribusi
Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa
besar peranan/kontribusi pajak daerah atau retribusi daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah:

. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
Kontribusi = — - X 100%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kriteria nilai kontribusi yang digunakan dalam menilai kontribusi
pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah
sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Nilai Kontribusi

Presentase Kriteria
Diatas 50% Sangat Baik
40,10% - 50% Baik
30,10% - 40% Cukup Baik
20,10% - 30% Sedang
10,10% - 20% Kurang
0,00% - 10% Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BPKAD

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

pada pasal 4 ayat 4 bagian (b) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah

badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

4.2 Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian merupakan data sekunder yang
didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021. Data tersebut diperoleh dari Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung. Data

yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2017-2021.

Tabel 4. 1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung

No Tahun E&%t R?Dakéas'
1 2017 Rp46.293.059.365,93  Rp25.983.850.903,60
2 2018 Rp28.510.000.000,00  Rp18.727.015.628,58
3 2019 Rp25.299.708.493,53  Rp20.308.596.176,63
4 2020 Rp25.920.364.265,73  Rp11.941.721.402,71
5 2021 Rp54.112.924.196,00  Rp19.857.987.030,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT, 2023
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Gambar 4. 1 Grafik Tren Pendapatan PAD

Sumber: Hasil penelitian, 2023
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Data Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung

Tahun 2017-2021.

Tabel 4. 2 Rincian Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung

Target Realisasi
Pajak Daerah Pajak Daerah

1 2017 Rp2.965.000.000,00 Rp6.230.005.338,30
2 2018 Rp2.965.000.000,00 Rp2.770.234.099,70
3 2019 Rp4.200.000.000,00 Rp3.618.913.387,04
4 2020 Rp2.520.000.000,00 Rp3.440.103.869,12
5 2021 Rp3.071.000.000,00 Rp3.767.579.642,80
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT (2023)

No Tahun

Pajak Daerah
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00

4.000.000.000,00

2.000.000.000,00 I I I I I I I I I I
0,00

2017 2018 2019 2020 2021

M anggaran M realisasi

Gambar 4. 2 Grafik Tren Pendapatan Pajak Daerah

Sumber: Hasil penelitian, 2023
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3. Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana

Tidung Tahun 2017-2021

Tabel 4. 3 Rincian Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung

No  Tahun Retrig-t?sriglejtaerah Retrli?bel?slilslgsalerah
1 2017 Rp745.000.000,00 Rp488.014.666,00
2 2018 Rp745.000.000,00 Rp519.386.201,00
3 2019 Rp538.225.000,00 Rp503.314.352,00
4 2020 Rp499.300.000,00 Rp972.295.144,00
5 2021 Rp536.000.000,00 Rp642.047.033,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT, 2023

Retribusi Daerah
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1.000.000.000,00
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M anggaran Mrealisasi

Gambar 4. 3 Grafik Pendapatan Retribusi Daerah
Sumber: Hasil penelitian, 2023

4.3 Hasil Penelitian

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang berada di
Provinsi Kalimantan Utara, secara geografis Kabupaten Tana Tidung terletak di
1160 42'50" — 1170 49' 50" Bujur Timur dan 30 12" 02" — 30 46' 41" Lintang Utara
dan luas wilayah mencapai 4.058,70 km?, secara administratif Kabupaten Tana
Tidung terbagi menjadi 5 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 27.226

jiwa pada tahun 2022.
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Batas wilayah Kabupaten Tana Tidung dari sebelah utara berbatasan
dengan Kabupaten Nunukan, sebelah barat dengan Kabupaten Malinau, sebelah
timur berbatasan dengan Selat Sulawesi, Kabupaten Bulunan dan Kota Tarakan,

kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.

4.3.1 Analisis Efektivitas

1. Pajak Daerah
a. Pajak Hotel
Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak hotel Kabupaten Tana
Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak hotel
selama lima tahun memiliki rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun
2018 dengan hasil kurang efektif dan 2021 dengan hasil cukup efektif.

Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak hotel:

Tabel 4. 4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Tahun L 0 Kriteria
Anggaran Target Realisasi & Efektivitas

2017 Rp40.000.000,00 Rp74.045.600,00 185,11%  Sangat Efektif

2018 Rp60.000.000,00 Rp46.500.800,00 77,50%  Kurang Efektif

2019 Rp100.000.000,00 Rp140.265.753,00 140,27%  Sangat Efektif

2020 Rp20.000.000,00 Rp40.155.362,50 200,78%  Sangat Efektif

2021 Rp90.000.000,00 Rp83.092.224,35 92,32%  Cukup Efektif
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan efektivitas pajak hotel diatas,
pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 185,11% sehingga termasuk
dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas pajak hotel
mengalami penurunan menjadi sebesar 77,50% termasuk dalam kriteria

kurang efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak hotel
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mengalami kenaikan menjadi sebesar 140,27% termasuk dalam kriteria
sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan kembali
dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar
200,78% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 nilai
efektivitas pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar 92,32%
termasuk dalam kriteria efektif.
Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak restoran Kabupaten
Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak
restoran selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Berikut

merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak restoran:

Tabel 4. 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

Aggg;rgm Target Realisasi % E;ZL',:?\:;; s
2017 Rp950.000.000,00 Rpl1.139.438.982,00 119,94%  Sangat Efektif
2018 Rp500.000.000,00 Rp888.326.125,60 177,67%  Sangat Efektif
2019 Rp900.000.000,00 Rpl1.323.911.384,80 147,10% Sangat Efektif
2020 Rp250.000.000,00 Rpl.260.616.254,60 504,25%  Sangat Efektif
2021 Rp701.000.000,00 Rpl.395.457.631,18 199,07% Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan efektivitas pajak restoran
diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 merupakan nilai efektivitas
terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 119,94% dan termasuk
dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas mengalami
peningkatan menjadi sebesar 177,67% termasuk dalam kriteria sangat
efektif. Pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan

menjadi sebesar 147,10% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada
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tahun 2020 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan dan menjadi
efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 504,25%
dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali
mengalami penurunan menjadi sebesar 199,07% dan masuk dalam kriteria
sangat efektif.
Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak hiburan Kabupaten
Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak
hiburan selama lima tahun memiliki rata-rata hasil tidak efektif. Berikut

merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak hiburan:

Tabel 4. 6 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan

AI;S:P&I” Target Realisasi % Efﬁﬂttievril?as
2017 Rp0,00 Rp1.500.000,00 0,00% Sangat Efektif
2018 Rp4.500.000,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif
2019 Rp5.000.000,00 Rp880.000,00 17,60%  Tidak Efektif
2020 Rp5.000.000,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif
2021 Rp5.000.000,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan efektivitas pajak hiburan diatas,
nilai efektivitas tertinggi pajak hiburan berada di tahun 2019 yaitu sebesar
17,60% dengan kriteria tidak efektif. Perhitungan untuk tahun 2017-2021
kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria
perhitungan efektivitas.
Pajak Reklame

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak reklame Kabupaten

Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak
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reklame selama lima tahun memiliki rata-rata hasil tidak efektif. Kecuali
pada tahun 2017 dengan hasil kurang efektif dan tahun 2018 dengan hasil
sangat efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak

reklame:

Tabel 4. 7 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame

Tahun o 0 Kriteria
Anggaran Target Realisasi & Efektivitas

2017 Rp10.000.000,00 Rp8.631.250,00 86,31% Kurang Efektif

2018 Rp10.000.000,00 Rp10.410.250,00 104,10% Sangat Efektif

2019 Rp35.500.000,00 Rp8.447.790,62  23,80%  Tidak Efektif

2020 Rp35.500.000,00 Rp1.683.290,62 4,74%  Tidak Efektif

2021 Rp5.000.000,00 Rp2.646.300,87 52,93%  Tidak Efektif
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 efektivitas pajak reklame diatas, pada tahun
2017 efektivitas pajak reklame sebesar 86,31% dengan kriteria kurang
efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami kenaikan dan menjadi
nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 104,10%
dengan kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas
mengalami penurunan menjadi sebesar 23,80% dengan kriteria tidak
efektif. Pada tahun 2020 efektivitas pajak reklame mengalami penurunan
kembali dan menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya
yaitu sebesar 4,74% dan termasuk dalam Kriteria tidak efektif. Pada tahun
2021 efektivitas pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar
52,93% dengan kriteria tidak efektif.
Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak penerangan jalan

Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas
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pajak penerangan jalan selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat
efektif kecuali di tahun 2019 dengan hasil tidak efektif. Berikut merupakan

rincian perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan:

Tabel 4. 8 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Tahun N 0 Kriteria
Anggaran Target Realisasi % Efektivitas

2017 Rp700.000.000,00  Rp986.397.486,20 140,91%  Sangat Efektif

2018 Rp150.000.000,00 Rp1.293.952.169,40 862,63%  Sangat Efektif

2019 Rp2.150.000.000,00 Rpl1.413.269.102,00 65,73%  Tidak Efektif
2020 Rp1.600.000.000,00 Rp1.656.539.674,00 103,53%  Sangat Efektif
2021 Rp1.600.000.000,00 Rpl1.842.288.869,00 115,14%  Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan efektivitas pajak penerangan
jalan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 memiliki efektivitas sebesar
140,91% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas
mengalami kenaikan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding
tahun lainnya yaitu sebesar 862,63% dan termasuk dalam kriteria sangat
efektif. Kemudian pada tahun 2019 efektifitas mengalami penurunan dan
menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar
65,73% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020
efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 103,53% dengan kriteria
sangat efektif, kenaikan efektifitas ini disebabkan karena nilai target yang
diturunkan, dan nilai realisasi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021
efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi 115,14% dengan kriteria

sangat efektif.
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Pajak Air Tanah

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak air tanah Kabupaten
Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas pajak air
tanah selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak efektif kecuali pada
tahun 2021 dengan hasil cukup efektif. Berikut merupakan rincian

perhitungan efektivitas pajak air tanah:

Tabel 4. 9 Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah

Tahun o 0 Kriteria
Anggaran Target Realisasi % Efektivitas

2017 Rp0,00 Rp0,00 0,00% Tidak Efektif

2018 Rp0,00 Rp286.604,00 0,00%  Tidak Efektif

2019 Rp4.500.000,00 Rp2.719.140,00 60,43% Tidak Efektif
2020 Rp4.500.000,00 Rp2.382.720,00 52,95%  Tidak Efektif

2021 Rp4.000.000,00 Rp3.623.920,00 90,60% Cukup Efektif
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 efektivitas pajak air tanah diatas, pada
tahun 2019 efektivitas dari pajak air tanah sebesar 60,43% dengan Kriteria
tidak efektif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan efektivitas menjadi
sebesar 52,95% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2021
efektivitas pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar 90,60%
dengan kriteria cukup efektif. Perhitungan efektifitas untuk tahun 2017
dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan
efektivitas.

Pajak Sarang Burung Walet
Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak sarang burung walet

Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati nilai efektivitas
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pajak sarang burung walet selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak
efektif kecuali di tahun 2018 dan 2021 dengan hasil sangat efektif dan
kurang efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak

sarang burung walet:

Tabel 4. 10 Perhitungan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet

Tahun o 0 Kriteria
Anggaran Target Realisasi & Efektivitas

2017 Rp15.000.000,00 Rp0,00 0,00%  Tidak Efektif

2018 Rp0,00 Rp11.000.000,00 0,00% Sangat Efektif

2019 Rp195.000.000,00  Rp8.700.000,00  4,46%  Tidak Efektif

2020 Rp45.000.000,00 Rp8.100.000,00 18,00%  Tidak Efektif

2021 Rp10.000.000,00 Rp8.100.000,00 81,00% Kurang Efektif
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 efektivitas pajak sarang burung walet
diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 merupakan efektivitas terendah
dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 4,46% dan termasuk dalam kriteria
tidak efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas meningkat menjadi sebesar
18,00% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2021 efektivitas
mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,00% dengan kriteria kurang
efektif dan menjadi efektivitas pajak sarang burung walet tertinggi
dibanding tahun lainnya. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan
2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan
efektivitas.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Berdasarkan hasil analisis perhitungan efektivitas pajak mineral

bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika

diamati nilai efektivitas pada pajak mineral bukan logam dan batuan
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selama lima tahun memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada
tahun 2017 yang memiliki hasil cukup efektif, 2019 memiliki hasil kurang
efektif dan 2021 memiliki hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian

perhitungan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan:

Tabel 4. 11 Perhitungan Efektivitas Pajak MBLB

Tahun o 0 Kriteria
Anggaran Target Realisasi % Efektivitas

2017 Rp550.000.000,00 Rp521.386.516,60  94,80%  Cukup Efektif
2018 Rp100.000.000,00 Rp264.881.727,70 264,88%  Sangat Efektif

2019  Rp450.000.000,00  Rp377.487.654,62  83,89% E}E‘giﬂ?

2020 Rp200.000.000,00 Rp234.196.139,40 117,10% Sangat Efektif
2021 Rp400.000.000,00 Rp98.010.694,40 24,50%  Tidak Efektif
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 perhitungan efektivitas pajak mineral
bukan logam dan batuan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 sebesar
94,80% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2018 mengalami
kenaikan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya
yaitu sebesar 264,88% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian pada
tahun 2019 nilai efektivitas pajak mengalami penurunan menjadi sebesar
83,89% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas
mengalami kenaikan menjadi sebesar 117,10% dengan kriteria sangat
efektif. Pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan dan
merupakan nilai efektivitas paling rendah yaitu sebesar 24,50% dengan

kriteria tidak efektif.
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Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2)
Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-
2021, jika diamati nilai efektivitas pada pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan kota selama lima tahun memiliki hasil rata-rata tidak efektif
kecuali pada tahun 2019 yang memiliki hasil cukup efektif, 2020 memiliki
hasil kurang efektif dan di tahun 2021 memiliki hasil efektif. Berikut
merupakan rincian perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan

pedesaan dan perkotaan:

Tabel 4. 12 Perhitungan Efektivitas PBB P2

Tahun I 0 Kriteria
Anggaran Target Realisasi & Efektivitas

2017 Rp700.000.000,00 Rp191.929.916,00 27,42%  Tidak Efektif
2018  Rp2.140.500.000,00 Rp187.593.623,00 8,76%  Tidak Efektif
2019 Rp300.000.000,00 Rp279.197.562,00 93,07% Cukup Efektif
2020 Rp300.000.000,00 Rp231.930.428,00 77,31% Kurang Efektif
2021 Rp236.000.000,00 Rp236.562.003,00 100,24% Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan efektivitas pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017
memiliki nilai sebesar 27,42% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun
2018 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai
efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 8,76% dengan
kriteria tidak efektif. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas
mengalami kenaikan menjadi sebesar 93,07% dengan Kkriteria cukup
efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai efektivitas menjadi

sebesar 77,31% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2021 efektivitas
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mengalami kenakan dan merupakan nilai efektivitas pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan kota tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu
sebesar 100% dengan kriteria efektif.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan hasil analisis efektivitas bea perolehan atas tanah
dan bangunan Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, jika diamati
nilai efektivitas bea perolehan atas tanah dan bangunan selama lima tahun
memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun dan 2021 yang
memiliki hasil tidak efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan

efektivitas bea perolehan atas tanah dan bangunan:

Tabel 4. 13 Perhitungan Efektivitas BPHTB

A:gg:rnan Target Realisasi % Efﬁﬂttievril?as
2017 Rp0,00 Rp3.306.675.587,50  0,00% Sangat Efektif
2018 Rp0,00 Rp67.282.800,00  0,00% Sangat Efektif
2019 Rp60.000.000,00 Rp64.035.000,00 106,73%  Sangat Efektif
2020 Rp60.000.000,00 Rp4.500.000,00  7,50%  Tidak Efektif
2021 Rp20.000.000,00 Rp97.798.000,00 488,99%  Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Dilihat dari Tabel 4.13 Analisis Efektivitas Bea Perolehan Atas
Tanah dan Bangunan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 memiliki
nilai efektivitas sebesar 106,73% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun
2020 mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas terendah
dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 7,50% dengan kriteria tidak efektif.
Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan nilai dan merupakan nilai
efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 488,99%

dengan kriteria sangat efektif. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan
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2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi Kriteria perhitungan
efektivitas.
2. Retribusi daerah
a. Retribusi Jasa Umum
Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi jasa umum
Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, efektifitas dari retribusi jasa
umum memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali di tahun 2020 dengan
hasil cukup efektif dan 2021 dengan hasil kurang efektif. Berikut

merupakan rincian perhitungan efektivitas retribusi jasa umum:

Tabel 4. 14 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum

Tahun o 0 Kriteria
Anggaran Target Realisasi % Efektivitas

2017 Rp205.000.000,00 Rp210.713.900,00 102,79% Sangat Efektif

2018 Rp205.000.000,00 Rp271.524.500,00 132,45% Sangat Efektif

2019 Rp240.525.000,00 Rp281.230.500,00 116,92% Sangat Efektif

2020 Rp317.300.000,00 Rp305.267.500,00 96,21% Cukup Efektif

2021 Rp294.300.000,00 Rp251.366.500,00 85,41% Kurang Efektif
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 analisis efektivitas retribusi jasa umum
diatas, pada tahun 2017 realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki
peranan besar dalam menaikkan efektivitas Retribusi Jasa Umum,
efektivitas pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 102,79% dengan
kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 realisasi Retribusi Jasa Umum
efektivitas mengalami peningkatan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi
dibanding tahun lainnya yaitu menjadi sebesar 132,45% dan termasuk
dalam kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2019 efektivitas

mengalami penurunan menjadi sebesar 116,92% dengan kriteria sangat
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efektif. Pada tahun 2020 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi
sebesar 96,21% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2021 nilai
efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 85,41% dengan
kriteria kurang efektif.
Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi jasa usaha
Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, efektivitas dari retribusi jasa
usaha memiliki hasil rata-rata sangat efektif kecuali pada tahun 2019
dengan hasil efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan efektivitas

retribusi jasa usaha:

Tabel 4. 15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha

A-rfggzpan Target Realisasi % EEL',:?J;;S
2017 Rp30.000.000,00 Rp48.366.000,00 161,22% Sangat Efektif
2018 Rp30.000.000,00 Rp128.364.000,00 427,88% Sangat Efektif
2019 Rp115.700.000,00 Rp115.751.000,00 100,04% Efektif
2020 Rp90.000.000,00 Rp112.210.000,00 124,68% Sangat Efektif

2021 Rp181.700.000,00 Rp353.205.600,00 194,39% Sangat Efektif
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 perhitungan efektivitas retribusi jasa
usaha diatas, pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 161,22% dengan
kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami
peningkatan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun
lainnya yaitu sebesar 427,88% dengan kriteria sangat efektif. Kemudian
pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami penurunan dan merupakan
nilai efektifitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100,04%

dengan kriteria efektif. Pada tahun 2020 efektivitas mengalami kenaikan
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menjadi sebesar 124,68% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021
nilai efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 194,39%
dengan kriteria sangat efektif.
Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi perizinan tertentu
Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai efektivitas retribusi
daerah memiliki hasil rata-rata tidak efektif kecuali pada tahun 2020 yang
memiliki hasil sangat efektif. Berikut merupakan rincian perhitungan

efektivitas retribusi perizinan tertentu:

Tabel 4. 16 Perhitungan Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu

AI;S:Pan Target Realisasi % E]tfeﬂttievril; s
2017 Rp510.000.000,00 Rp228.934.766,00 44,89%  Tidak Efektif
2018 Rp510.000.000,00 Rp119.497.701,00 23,43%  Tidak Efektif
2019 Rp182.000.000,00 Rpl106.332.852,00 58,42%  Tidak Efektif
2020 Rp92.000.000,00  Rp554.817.644,00 603,06% Sangat Efektif
2021 Rp60.000.000,00 Rp37.474.933,00 62,46%  Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 perhitungan efektivitas retribusi perizinan
tertentu pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 44,89% dengan kriteria
tidak efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami penurunan
menjadi sebesar 23,43% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi
dikarenakan realisasi dari retribusi perizinan tertentu mengalami
penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami
kenaikan menjadi sebesar 58,42% dengan kriteria tidak efektif, naiknya
efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun tahun ini

lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai
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efektivitas kembali mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas
tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 603,06% dengan Kriteria
sangat efektif, naiknya efektivitas disebabkan karena target yang
dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dan realisasi
dari retribusi perizinan tertentu pada tahun ini mengalami kenaikan. pada
tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar
62,46% dengan kriteria tidak efektif, penurunan efektivitas ini terjadi
karena turunnya realisasi retribusi perizinan tertentu terjadi karena dampak

pandemi Covid-19.

4.3.2 Analisis Kontribusi

1. Pajak Daerah
a. Pajak Hotel
Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD
Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak hotel
terhadap pendapatan asli daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang.
Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap

PAD:

Tabel 4. 17 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel

Realisasi Kriteria
Pajak Hotel Kontribusi

2017 Rp25.983.850.903,60  Rp74.045.600,00 0,28% Sanagat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58  Rp46.500.800,00 0,25% Sanagat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp140.265.753,00 0,69% Sanagat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71  Rp40.155.362,50 0,34% Sanagat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66  Rp83.092.224,35 0,42% Sanagat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023

Tahun Target PAD
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Berdasarkan tabel 4.17 kontribusi pajak hotel terhadap PAD
diatas, nilai kontribusi pajak hotel pada tahun 2017 sebesar 0,28%, pada
tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan dan merupakan nilai
kontribusi terendah dibanding tahun lainnya vyaitu sebesar 0,25%,
kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan
merupakan nilai kontribusi pajak hotel tertinggi dibanding tahun lainnya
yaitu sebesar 0,69%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami
penurunan menjadi sebesar 0,34%, pada tahun 2021 nilai kontribusi
kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,42%. Rendahnya
kontribusi dari pajak hotel ini disebabkan karena tingginya realisasi dari
pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak hotel.

Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap
PAD Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, nilai kontribusi
memiliki hasil rata-rata sangat kurang kecuali pada tahun 2020 yang
memiliki hasil kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi

pajak restoran terhadap PAD:

Tabel 4. 18 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran

Tahun Realisasi Realisasi % Kriteria
PAD Pajak Restoran Kontribusi

2017  Rp25.983.850.903,60 Rp1.139.438.982,00 4,39% Sangat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp888.326.125,60  4,74% Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp1.323.911.384,80 6,52% Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp1.260.616.254,60 10,56% Kurang

2021  Rpl19.857.987.030,66 Rp1.395.457.631,18 7,03% Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023
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Berdasarkan tabel 4.18 perhitungan kontribusi pajak restoran
terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak restoran tahun 2017
merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya sebesar
4,34%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi
4,74%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami
peningkatan menjadi 6,52%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami
peningkatan kembali dan merupakan nilai kontribusi pajak restoran
tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 10,56%, pada tahun 2021
nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 7,03%. Rendahnya
kontribusi dari pajak restoran ini disebabkan karena tingginya realisasi dari
pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak restoran.
Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD
Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak hiburan
memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian

perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD:

Tabel 4. 19 Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan

Tahun Realisasi _Realigasi % Kritgria _
PAD Pajak Hiburan Kontribusi
2017 Rp25.983.850.903,60 Rp1.500.000,00 0,01%  Sangat Kurang
2018 Rp18.727.015.628,58 Rp0,00 0,00%  Sangat Kurang
2019 Rp20.308.596.176,63 Rp880.000,00 0,00%  Sangat Kurang
2020 Rp11.941.721.402,71 Rp0,00 0,00%  Sangat Kurang
2021 Rp19.857.987.030,66 Rp0,00 0,00%  Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan tabel 4.19 perhitungan kontribusi pajak hiburan

terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai
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kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,01% dan nilai
kontribusi pajak hiburan tahun 2019 merupakan nilai kontribusi terendah
dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,00%. Rendahnya kontribusi dari
pajak hiburan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan
asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan. Realisasi pajak
hiburan tergantung pada momen, contohnya pada tahun 2017, realisasi
pajak hiburan tinggi dikarenakan adanya Festival Budaya Irau Kabupaten
Tana Tidung, festival seperti ini biasanya tidak dilaksanakan setiap tahun
tetapi hanya setiap 2-3 tahun sekali. Perhitungan nilai kontribusi di tahun
2018-2021 kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak kriteria
perhitungan kontribusi.
Pajak Reklame

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak reklame terhadap
PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak
reklame memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian

perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap PAD:

Tabel 4. 20 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame

Tahun Realisasi Realisasi % Kriteria
PAD Pajak Reklame Kontribusi

2017 Rp25.983.850.903,60  Rp8.631.250,00 0,03% Sangat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp10.410.250,00 0,06% Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63  Rp8.447.790,62 0,04% Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71  Rp1.683.290,62 0,01% Sangat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66  Rp2.646.300,87 0,01% Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.20 perhitungan kontribusi pajak reklame

terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak reklame pada tahun 2017
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sebesar 0,03%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan menjadi nilai
kontribusi pajak reklame tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar
0,06%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan
menjadi sebesar 0,04%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali
mengalami penurunan menjadi 0,01%, pada tahun 2021 nilai kontribusi
tidak mengalami kenaikan maupun penurunan tetap sebesar 0,01%, pada
tahun 2020 dan 2021 merupakan nilai kontribusi pajak reklame terendah
dibanding tahun lainnya. Rendahnya kontribusi dari pajak reklame ini
disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan realisasi pajak reklame.
Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak penerangan jalan
terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai
kontribusi pajak penerangan jalan memiliki hasil rata-rata sangat kurang
kecuali pada tahun 2020 yang memiliki hasil kurang. Berikut merupakan

rincian perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD:

Tabel 4. 21 Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Realisasi Pajak % Kriteria

Tahun PAD Penerangan Jalan Kontribusi

2017  Rp25.983.850.903,60 Rp986.397.486,20  3,80%  Sangat Kurang
2018 Rp18.727.015.628,58 Rp1.293.952.169,40 6,91%  Sangat Kurang
2019  Rp20.308.596.176,63 Rpl1.413.269.102,00 6,96%  Sangat Kurang
2020  Rpl11.941.721.402,71 Rpl.656.539.674,00 13,87% Kurang

2021  Rp19.857.987.030,66 Rp1.842.288.869,00  9,28%  Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan tabel 4. 21 perhitungan pajak penerangan jalan

terhadap PAD diatas, pada tahun 2017 nilai kontribusi pajak penerangan
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jalan pada tahun ini merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun
lainnya yaitu sebesar 3,80%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami
kenaikan menjadi sebesar 6,91%, kemudian pada tahun 2019 nilai
kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 6,96%, pada tahun 2020
nilai kontribusi mengalami kenaikan dan pada tahun ini merupakan nilai
kontribusi pajak penerangan jalan tertinggi dibanding tahun sebelumnya
yaitu sebesar 13,87%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami
penurunan menjadi 9,28%. Rendahnya kontribusi dari pajak penerangan
jalan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan.
Pajak Air Tanah

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak air tanah terhadap
PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi pajak
air tanah memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan

rincian perhitungan kontribusi pajak air tanah terhadap PAD:

Tabel 4. 22 Kontribusi Perhitungan Air Tanah

Tahun Realisasi Realisasi % Kriteria
PAD Pajak Air Tanah Kontribusi
2017 Rp25.983.850.903,60 Rp0,00 0,00% Sangat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp286.604,00 0,00% Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp2.719.140,00 0,01% Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp2.382.720,00 0,02% Sangat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp3.623.920,00 0,02% Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.22 perhitungan kontribusi pajak air tanah
terhadap PAD diatas, pada tahun 2018 merupakan nilai kontribusi

terendah dibanding tahun lainnya yaitu 0,00%, pada tahun 2019 nilai
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kontribusi mengalami kenaikan menjadi 0,01%, kemudian pada tahun
2020 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 0,02%, pada
tahun 2021 nilai kontribusi tidak mengalami penurunan maupun
penurunan nilai kontribusi sama dengan tahun 2020 yaitu 0,02%.
Rendahnya kontribusi dari pajak air tanah ini disebabkan karena tingginya
realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak
air tanah. Perhitungan nilai kontribusi di tahun 2017 tidak dapat dihitung
karena tidak kriteria perhitungan kontribusi.
Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak sarang burung walet
terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai
kontribusi pajak sarang burung walet memiliki hasil rata-rata sangat
kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi pajak sarang

burung walet terhadap PAD:

Tabel 4. 23 Perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Realisasi Kriteria
Tahun Pajak Sarang % o
PAD Kontribusi
Burung Walet
2017 Rp25.983.850.903,60 Rp0,00 0,00% Sangat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp11.000.000,00 0,06% Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp8.700.000,00 0,04% Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71  Rp8.100.000,00 0,07% Sangat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp8.100.000,00 0,04% Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.23 perhitungan kontribusi pajak sarang
burung walet terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2018

memiliki hasil sebesar 0,06% pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami
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penurunan menjadi 0,04%, kemudian pada tahun 2020 nilai kontribusi
mengalami kenaikan dan menjadi nilai kontribusi pajak sarang burung
walet tertinggi yaitu sebesar 0,07%, pada tahun 2021 nilai kontribusi
kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,04%. Rendahnya
kontribusi dari pajak sarang burung walet ini disebabkan karena tingginya
realisasi dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak
sarang burung walet. Perhitungan nilai kontribusi di tahun 2017 tidak
dapat dihitung karena tidak kriteria perhitungan kontribusi.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak mineral bukan logam
dan batuan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021,
nilai kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki hasil rata-
rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi

pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD:

Tabel 4. 24 Perhitungan Kontribusi Pajak MBLB

Realisasi Realisasi 0 L L.
Tahun PAD Pajak MBLB % Kriteria Kontribusi

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp521.386.516,60 2,01% Sangat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp264.881.727,70 1,41% Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp377.487.654,62 1,86% Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp234.196.139,40 1,96% Sangat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp98.010.694,40 0,49% Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.24 perhitungan kontribusi pajak mineral
bukan logam dan batuan terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pajak pada

tahun 2017 merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya
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yaitu sebesar 2,01%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami
penurunan menjadi sebesar 1,41%, kemudian pada tahun 2019 nilai
kontribusi mengalami kenaikan menjadi 1,86%, pada tahun 2020 nilai
kontribusi kembali mengalami kenaikan menjadi 1,96%, pada tahun 2021
nilai kontribusi mengalami penurunan dan menjadi nilai kontribusi pajak
mineral bukan logam dan batuan terendah yaitu menjadi sebesar 0,49%.
Rendahnya kontribusi dari pajak mineral bukan logam dan batuan ini
disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode
2017-2021, nilai kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan
rincian perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan

perkotaan terhadap PAD:

Tabel 4. 25 Perhitungan Kontribusi PBB P2

Tahun Realisasi Realisasi % Kriteria
PAD Pajak PBB P2 Kontribusi

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp191.929.916,00 0,74% Sangat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp187.593.623,00 1,00% Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp279.197.562,00 1,37% Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp231.930.428,00 1,94% Sangat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp236.562.003,00 1,19% Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2.25 perhitungan kontribusi pajak bumi dan

bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017
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merupakan nilai kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,74%, pada
tahun 2018 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi 1,00%,
kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami kenaikan
menjadi 1,37%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami kenaikan dan
merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar
1,94%, pada tahun 2021 nilai kontribusi kembali mengalami penurunan
menjadi 1,19%. Rendahnya kontribusi dari pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari
pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan hasil analisis kontribusi bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021,
nilai kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki hasil
rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD:

Tabel 4. 26 Perhitungan Kontribusi BPHTB

Tahun Realisasi Realisasi % Kriteria
PAD Pajak BPHTB Kontribusi

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp3.306.675.587,50 12,73% Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp67.282.800,00 0,36%  Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63  Rp64.035.000,00 0,32%  Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp4.500.000,00 0,04%  Sangat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66  Rp97.798.000,00 0,49%  Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023
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Berdasarkan tabel 2.26 perhitungan kontribusi bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017
merupakan nilai kontribusi tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar
12,73%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi
0,36, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi
0,32%, pada tahun 2020 nilai kontribusi mengalami penurunan dan
merupakan nilai kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar
0,04%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi
sebesar 0,49%. Rendahnya kontribusi dari bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan
asli daerah dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan. Naik dan turunnya realisasi bea perolehan atas tanah dan
bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada tahun 2017
merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini terjadi karena
pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya pemungutan pajak
seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-tahun tertentu saja.

2. Retribusi Daerah
a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi jasa umum
terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai
kontribusi retribusi jasa umum memiliki hasil sangat kurang. Berikut
merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi jasa umum terhadap

PAD:
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Tabel 4. 27 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Umum

Tahun Realisasi Relt?r?gbissﬁj;sa % Kriteria
PAD 0 Kontribusi
Umum

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp210.713.900,00 0,81% Sangat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp271.524.500,00 1,45% Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63 Rp281.230.500,00 1,38% Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp305.267.500,00 2,56% Sangat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp251.366.500,00 1,27% Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.27 perhitungan kontribusi retribusi jasa
usaha diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai kontribusi
retribusi jasa umum terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,81%,
pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami peningkatan menjadi sebesar
1,45%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan
menjadi sebesar 1,38%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali
mengalami kenaikan dan merupakan nilai kontribusi retribusi jasa umum
tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 2,56%, pada tahun 2021
nilai kontribusi kembali mengalami penurunan menjadi 1,27%.
Rendahnya kontribusi dari retribusi jasa umum bukan logam dan batuan
ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan realisasi retribusi jasa umum.

Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi jasa usaha terhadap
PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai kontribusi retribusi
jasa usaha memiliki hasil rata-rata sangat kurang. Berikut merupakan

rincian perhitungan kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD:
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Tabel 4. 28 Perhitungan Kontribusi Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Realisasi Kriteria
Tahun Retribusi Jasa % .
Kontribusi

PAD

Usaha
2017 Rp25.983.850.903,60 Rp48.366.000,00 0,19% Sangat Kurang
2018 Rp18.727.015.628,58 Rp128.364.000,00 0,69% Sangat Kurang
2019 Rp20.308.596.176,63 Rpl115.751.000,00 0,57% Sangat Kurang
2020 Rpl11.941.721.402,71 Rpl112.210.000,00 0,94% Sangat Kurang
2021 Rp19.857.987.030,66 Rp353.205.600,00 1,78% Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.28 perhitungan kontribusi jasa usaha
terhadap PAD diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 merupakan nilai
kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,19%, pada
tahun 2018 nilai kontribusi mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,69%,
kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi
sebesar 0,57%, pada tahun 2020 nilai kontribusi kembali mengalami
kenaikan menjadi 0,94%, pada tahun 2021 nilai kontribusi mengalami
kenaikan lagi dan menjadi nilai kontribusi tertinggi dibandingkan tahun
lainnya yaitu sebesar 1,78%. Rendahnya kontribusi dari retribusi jasa
usaha ini disebabkan karena tingginya realisasi dari pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan realisasi retribusi jasa usaha.

Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi perizinan tertentu
terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021, nilai
kontribusi retribusi perizinan tertentu memiliki hasil rata-rata sangat
kurang. Berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi retribusi

perizinan tertentu terhadap PAD:
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Tabel 4. 29 Perhitungan Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi 'Reqlisas_i . Kriteria
Tahun Retribusi Perizinan % .
PAD Kontribusi

Tertentu

2017 Rp25.983.850.903,60 Rp228.934.766,00 0,88% Sangat Kurang

2018 Rp18.727.015.628,58 Rp119.497.701,00 0,64% Sangat Kurang

2019 Rp20.308.596.176,63 Rpl106.332.852,00 0,52% Sangat Kurang

2020 Rp11.941.721.402,71 Rp554.817.644,00 4,65% Sangat Kurang

2021 Rp19.857.987.030,66 Rp37.474.933,00 0,19% Sangat Kurang
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.29 perhitungan kontribusi retribusi perizinan
tertentu diatas, nilai kontribusi pada tahun 2017 memiliki hasil sebesar
0,88%, pada tahun 2018 nilai kontribusi mengalami penurunan menjadi
0,64%, kemudian pada tahun 2019 nilai kontribusi kembali mengalami
penurunan menjadi sebesar 0,52%, pada tahun 2020 nilai kontribusi
mengalami kenaikan dan menjadi nilai kontribusi tertinggi dibandingkan
tahun lainnya yaitu sebesar 4,65%, pada tahun 2021 nilai kontribusi
kembali mengalami penurunan dan menjadi nilai kontribusi terendah
dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,19%. Rendahnya kontribusi dari
retribusi perizinan tertentu ini disebabkan karena tingginya realisasi dari
pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi retribusi perizinan

tertentu.
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4.4 Pembahasan

4.4.1 Efektivitas

1. Pajak Daerah
Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan

efektivitas dari jenis pajak daerah Kabupaten Tana Tidung:
a. Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan efektivitas pajak hotel diatas,
pada tahun 2017 nilai efektivitas sebesar 185,11% dengan kriteria sangat
efektif, tingginya hasil efektivitas disebabkan oleh tingginya realisasi
pajak hotel, pada tahun ini terjadi pemindahan lahan sawit sehingga
terjadinya kunjungan yang mengharuskan beberapa pekerja untuk
menginap. Pada tahun 2018 efektivitas pajak hotel mengalami penurunan
menjadi sebesar 77,50% termasuk dalam kriteria kurang efektif,
penurunan efektivitas disebabkan oleh penurunan realisasi pajak hotel dan
target yang dianggarkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kemudian
pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan menjadi
sebesar 140,27% termasuk dalam kriteria sangat efektif, kenaikan
efektivitas disebabkan karena tingginya realisasi pajak hotel dan pada
tahun ini diadakan Festival Budaya lIrau. Pada tahun 2020 efektivitas
mengalami kenaikan kembali dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding
tahun lainnya yaitu sebesar 200,78% termasuk dalam kriteria sangat
efektif, kenaikan efektivitas ini disebabkan karena target yang dianggarkan

lebih rendah dari pada tahun sebelumnya dan realisasi dari pajak hotel
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pada tahun ini juga mengalami penurunan, penurunan target dan realisasi
ini disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19 yang membuat
pemerintah menurunkan target pajak hotel. pada tahun 2021 nilai
efektivitas pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar 92,32%
termasuk dalam kriteria efektif, penurunan efektivitas disebabkan karena
target pajak hotel yang lebih tinggi dibandingkan realisasi pajak hotel, jika
dilihat dari tabel nilai realisasi pada tahun 2021 lebih tinggi dibanding
tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena beberapa hotel/Penginapan
telah mengalihkan fokus mereka dari wisatawan Nasional ke wisatawan
lokal untuk orang-orang yang membutuhkan akomodasi sementara selama
pandemi covid-19. Hal ini dapat menciptakan tingkat hunian yang lebih
tinggi untuk hotel lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak
yang diperoleh dari hotel tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektifitas
pajak hotel dapat dipengaruhi dari realisasi pajak hotel dan dapat juga
disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah
lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap
tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak hotel mencapai
Rp74.045.600,00 tingginya realisasi pajak hotel pada tahun ini dapat juga
dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan
pajak hotel seperti pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat

menyebabkan tingginya realisasi pajak hotel, pada tahun 2018 realisasi
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pajak hotel mengalami penurunan menjadi sebesar Rp46.500.800,00
penurunan realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi karena turunnya
realisasi dari pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan sehingga menyebabkan turunnya realisasi pajak hotel, pada
tahun 2019 realisasi pajak hotel mengalami kenaikan menjadi sebesar
Rp140.265.753,00 naiknya realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi
karena naiknya realisasi dari pajak restoran dan pajak hiburan dan
bangunan sehingga menyebabkan naiknya realisasi pajak hotel, pada tahun
2020 realisasi pajak hotel kembali mengalami penurunan menjadi sebesar
Rp40.155.362,50 penurunan realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi
karena turunnya realisasi dari pajak restoran dan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan sehingga menyebabkan turunnya realisasi pajak hotel,
pada tahun 2021 realisasi pajak hotel mengalami kenaikan menjadi sebesar
Rp83.092.224,35 naiknya realisasi pajak hotel dapat juga dipengaruhi
karena naiknya realisasi dari pajak restoran sehingga menyebabkan
naiknya realisasi pajak hotel.
. Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 4.5 perhitungan efektivitas pajak restoran
diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 merupakan nilai efektivitas
terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 119,94% dan termasuk
dalam kriteria sangat efektif, jika dilihat dari tabel nilai realisasi pajak
restoran merupakan realisasi yang tinggi. Pada tahun 2018 efektivitas

mengalami peningkatan menjadi sebesar 177,67% termasuk dalam kriteria
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sangat efektif, realisasi dari pajak restoran pada tahun ini mengalami
penurunan, naiknya nilai efektivitas pada tahun ini dikarenakan target
yang dianggarkan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Kemudian
pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan menjadi
sebesar 147,10% dan termasuk dalam Kriteria sangat efektif, penurunan
nilai efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan dinaikan
kembali akan tetapi realisasi pajak restoran pada tahun ini mengalami
kenaikan. Pada tahun 2020 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan
dan menjadi efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar
504,25% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini
disebabkan karena target yang dianggarkan lebih kecil dari pada tahun
lainnya, penurunan target ini disebabkan karena adanya pandemi covid-
19. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan
menjadi sebesar 199,07% dan masuk dalam kriteria sangat efektif,
penurunan nilai efektivitas ini dikarenakan nilai target yang kembali
dinaikkan sementara realisasi pajak restoran tetap sama.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektifitas
pajak restoran dapat dipengaruhi dari realisasi pajak restoran dan dapat
juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak
daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari
setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak restoran mencapai
Rp1.139.438.982,00 tingginya realisasi pajak restoran pada tahun ini dapat

juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan
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pajak restoran seperti pajak pajak hotel, pajak hiburan dan bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi
dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak restoran, pada tahun
2018 nilai realisasi pajak restoran mengalami penurunan menjadi sebesar
Rp888.326.125,60 penurunan realisasi pajak restoran dapat juga
dipengaruhi karena turunnya realisasi dari pajak hotel, pajak hiburan dan
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga menyebabkan
turunnya realisasi pajak restoran, pada tahun 2019 realisasi pajak restoran
mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.323.911.384,80 naiknya
realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena naiknya realisasi
dari pajak hotel dan pajak hiburan sehingga menyebabkan tingginya
realisasi pajak restoran, pada tahun 2020 realisasi pajak restoran kembali
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.260.616.254,60 penurunan
realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena turunnya realisasi
dari pajak hotel dan pajak hiburan sehingga menyebabkan turunnya
realisasi pajak restoran, pada tahun 2021 realisasi dari pajak restoran
kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar Rpl1.395.457.631,18
naiknya realisasi pajak restoran dapat juga dipengaruhi karena naiknya
realisasi dari pajak hotel dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
sehingga menyebabkan naiknya realisasi pajak restoran.
Pajak Hiburan

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan efektivitas pajak hiburan diatas,

nilai efektivitas tertinggi pajak hiburan berada di tahun 2019 yaitu sebesar
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17,60% dengan kriteria tidak efektif, pada tahun ini diadakan pameran,
pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan. Perhitungan
untuk tahun 2017-2021 kecuali 2019 tidak dapat dihitung karena tidak
memenuhi Kriteria perhitungan efektivitas.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas
pajak hiburan dapat dipengaruhi dari realisasi pajak hiburan dan dapat juga
disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah
lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap
tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak hiburan mencapai
Rp1.500.000,00 tingginya realisasi pajak hiburan pada tahun ini dapat juga
dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan
pajak hiburan seperti pajak pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini memiliki
realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak
hiburan, pada tahun 2019 realisasi pajak hiburan mengalami penurunan
menjadi sebesar Rp880.000,00 turunnya realisasi pajak hiburan pada tahun
ini dapat dipengaruhi oleh rendahnya realisasi dari pajak reklame dan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun ini mengalami
penurunan dan dapat menyebabkan turunnya realisasi pajak hiburan, pada
tahun 2018, 2020 dan 2021 realisasi pajak hiburan sebesar Rp0,00 karena
pada tahun ini tidak dilaksanakan acara yang dapat dikenakan pajak

hiburan.
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d. Pajak Reklame

Berdasarkan tabel 4.7 efektivitas pajak reklame diatas, pada tahun
2017 efektivitas pajak reklame sebesar 86,31% dengan Kriteria kurang
efektif, pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami kenaikan dan menjadi
nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 104,10%
dengan kriteria sangat efektif, kenaikan ini disebabkan karena realisasi
mengalami kenaikan, kenaikan ini disebabkan. Kemudian pada tahun 2019
nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 23,80% dan
termasuk dalam kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi karena target
yang dianggarkan pada tahun ini lebih besar dibandingkan tahun
sebelumnya. Pada tahun 2020 efektivitas pajak reklame mengalami
penurunan kembali dan menjadi nilai efektivitas terendah dibanding tahun
lainnya yaitu sebesar 4,74% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini
terjadi karena nilai target yang terlalu tinggi dan realisasi pajak reklame
yang mengalami penurunan. Pada tahun 2021 efektivitas pajak reklame
mengalami kenaikan menjadi sebesar 52,93% dengan kriteria tidak efektif,
kenaikan efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan diturunkan
serta realisasi yang mengalami kenaikan, naiknya realisasi pada tahun
2021 dibandingkan dengan tahun 2020 karena dilakukannya pemutakhiran
data dan terdapat objek pajak baru sehingga ketetapan bertambah yang
menjadi dasar naiknya realisasi pajak reklame.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektifitas

pajak reklame dapat dipengaruhi dari realisasi pajak reklame dan dapat
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juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak
daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari
setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak reklame mencapai
Rp8.631.250,00 tingginya realisasi pajak reklame pada tahun ini dapat
juga dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan
pajak reklame seperti pajak hiburan dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat
menyebabkan tingginya realisasi pajak reklame, pada tahun 2018 realisasi
pajak reklame mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp10.410.250,00,
pada tahun 2019 realisasi pajak reklame mengalami penurunan menjadi
sebesar Rp8.447.790,62, pada tahun 2020 realisasi pajak reklame kembali
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.683.290,62 turunnya realisasi
pajak reklame dapat juga disebabkan oleh pajak hotel, pajak restoran dan
pajak hiburan yang mengalami penurunan realisasi dan menyebabkan
realisasi pajak reklame menurun, pada tahun 2021 realisasi pajak reklame
mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.646.300,87.
Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan efektivitas pajak penerangan
jalan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 memiliki efektivitas sebesar
140,91% dengan kriteria sangat efektif, efektivitas pajak penerangan jalan
pada tahun ini lebih rendah dibanding tahun 2018, hal ini disebabkan
karena realisasi pajak mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 efektivitas

mengalami kenaikan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi dibanding
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tahun lainnya yaitu sebesar 862,63% dan termasuk dalam kriteria sangat
efektif, kenaikan efektivitas ini disebabkan oleh realisasi yang meningkat
dan target yang dianggarkan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
Kemudian pada tahun 2019 efektifitas mengalami penurunan dan menjadi
nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 65,73%
dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, realisasi pajak penerangan jalan
pada tahun ini mengalami kenaikan akan tetapi penurunan efektivitas
terjadi karena target yang dianggarkan lebih besar dibanding tahun
sebelumnya, peningkatan target ini dilakukan berdasarkan berdasarkan
hasil identifikasi objek pajak pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020
efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 103,53% dengan kriteria
sangat efektif, kenaikan efektifitas ini disebabkan karena nilai target yang
diturunkan, dan nilai realisasi yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2021
efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi 115,14% dengan kriteria
sangat efektif, kenaikan efektifitas ini disebabkan karena realisasi pajak
mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi pajak penerangan jalan dari tahun
2017-2021 terjadi karena adanya penambahan objek pajak baru pada PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas
pajak penerangan jalan dapat dipengaruhi dari realisasi pajak penerangan
jalan dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari
jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan

pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak
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penerangan jalan mencapai Rp986.397.486,20 tingginya realisasi pajak
penerangan jalan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya
realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak penerangan jalan seperti
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini memiliki
realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak
penerangan jalan, pada tahun 2018 realisasi pajak penerangan jalan
mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.293.952.169,40 naiknya
realisasi pajak penerangan jalan ini dapat juga dipengaruhi karena naiknya
realisasi dari pajak bumi dan bangunan sehingga naiknya realisasi pajak
penerangan jalan, pada tahun 2019 realisasi pajak penerangan jalan
mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.413.269.102,00 naiknya
realisasi pajak penerangan jalan dapat juga disebabkan karena pajak bumi
dan bangunan pedesaan dan perkotaan juga mengalami kenaikan sehingga
realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, pada tahun 2020
realisasi dari pajak penerangan jalan kembali mengalami kenaikan
menjadi Rp1.656.539.674,00 naiknya realisasi penerangan jalan dapat
juga dipengaruhi oleh pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
sehingga realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, pada tahun
2021 realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan menjadi
sebesar Rp1.842.288.869,00 naiknya realisasi pajak penerangan jalan ini
dapat disebabkan karena disebabkan karena pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan juga mengalami kenaikan sehingga realisasi pajak

penerangan jalan mengalami kenaikan.
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Pajak Air Tanah

Berdasarkan tabel 4.9 efektivitas pajak air tanah diatas, pada
tahun 2019 efektivitas dari pajak air tanah sebesar 60,43% dengan Kriteria
tidak efektif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan efektivitas menjadi
sebesar 52,95% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, penurunan ini
terjadi karena realisasi dari pajak air tanah mengalami penurunan. Pada
tahun 2021 efektivitas pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi
sebesar 90,60% dengan kriteria cukup efektif, kenaikan efektivitas ini
terjadi karena pemutakhiran data dan terdapat objek pajak baru sehingga
realisasi dari pajak air tanah mengalami kenaikan. Perhitungan efektifitas
untuk tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi
kriteria perhitungan efektivitas. Nilai efektivitas pada tahun 2017 dan 2018
tidak dapat dihitung dikarenakan pada tahun tersebut pemungutan pajak
air tanah tidak dilakukan karena pemerintah belum memiliki basis data
(database) dari masyarakat mana saja yang memiliki dan dapat dikenakan
pajak air tanah.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas
pajak air tanah dapat dipengaruhi dari realisasi pajak air tanah dan dapat
juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak
daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari
setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak air tanah hanya sebesar
Rp0,00 hal ini dikarenakan pada tahun ini pajak air tanah belum dipungut

oleh pemerintah, pada tahun 2018 realisasi pajak air tanah mengalami
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kenaikan tetapi hanya sebesar Rp286.604,00, pada tahun 2019 realisasi
pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.719.140,00
naiknya realisasi pajak air tanah ini dapat dipengaruhi oleh naiknya
realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak air tanah seperti pajak
mineral bukan logam dan batuan pada tahun ini mengalami kenaikan
realisasi dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak air tanah, pada
tahun 2020 realisasi pajak air tanah mengalami penurunan realisasi
menjadi sebesar Rp2.382.720,00 turunya realisasi pajak air tanah ini dapat
dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak
mineral bukan logam dan batuan pada tahun ini mengalami penurunan
realisasi dan dapat menyebabkan turunnya realisasi pajak air tanah, pada
tahun 2021 realisasi pajak air tanah mengalami kenaikan menjadi sebesar
Rp3.623.920,00 naiknya realisasi pajak air tanah dapat juga disebabkan
karena tingginya realisasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang
pada tahun ini dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak air tanah.
. Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan tabel 4.10 efektivitas pajak sarang burung walet
diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 merupakan efektivitas terendah
dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 4,46% dan termasuk dalam kriteria
tidak efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang
dianggarkan untuk pajak sarang burung walet sangat besar dibanding
tahun lainnya. Pada tahun 2020 nilai efektivitas meningkat menjadi

sebesar 18,00% dengan kriteria tidak efektif, kenaikan efektivitas ini
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terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dibanding
tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 efektivitas mengalami peningkatan
menjadi sebesar 81,00% dengan kriteria kurang efektif dan menjadi
efektivitas pajak sarang burung walet tertinggi dibanding tahun lainnya,
kenaikan ini terjadi karena pemerintah kembali menurunkan target untuk
pajak sarang burung walet, turunnya target pajak sarang burung walet
dilakukan karena masih sangat rendahnya kesadaran peternak walet
terhadap kewajibannya perpajakannya dan sulitnya pengawasan terhadap
peternak walet. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak
dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas.
Nilai efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dihitung
dikarenakan pada tahun tersebut pemungutan pajak sarang burung walet
tidak dilakukan karena pemerintah belum memiliki basis data (database)
dari masyarakat mana saja yang memiliki dan dapat dikenakan pajak
sarang burung walet.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas
pajak sarang burung walet dapat dipengaruhi dari realisasi pajak sarang
burung walet dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya
realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut
merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada tahun 2017 realisasi
pajak air tanah hanya sebesar Rp0,00 hal ini dikarenakan pada tahun ini
pajak air tanah belum dipungut oleh pemerintah, pada tahun 2018 realisasi

pajak sarang burung walet mencapai Rp11.000.000,00 tingginya realisasi
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pajak sarang burung walet pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh
tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak sarang burung
walet seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun
ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya
realisasi pajak sarang burung walet.
. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan tabel 4.11 Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017 sebesar
94,80% dengan kriteria cukup efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini
disebabkan karena target pajak yang tinggi. Pada tahun 2018 mengalami
kenaikan dan merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya
yaitu sebesar 264,88% dengan Kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas
disebabkan karena target pajak yang diturunkan akan tetapi nilai realisasi
mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas pajak
mengalami penurunan menjadi sebesar 83,89% dengan kriteria kurang
efektif, penurunan ini terjadi karena realisasi pajak kembali dinaikkan,
akan tetapi nilai dari realisasi mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai
efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 117,10% dengan kriteria
sangat efektif, kenaikan efektifitas ini terjadi karena realisasi pajak
kembali diturunkan. Pada tahun 2021 nilai efektivitas mengalami
penurunan dan merupakan nilai efektivitas paling rendah yaitu sebesar
24,50% dengan kriteria tidak efektif, penurunan ini terjadi karena target

pajak dinaikkan sementara itu realisasi pajak mengalami penurunan,
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penurunan realisasi ini terjadi karena pajak mineral bukan logam dan
batuan juga sangat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan
pemerintah daerah dalam hal pembangunan konstruksi yang pada tahun
2021 juga terdampak. Sehingga terjadi penurunan Transaksi jual beli
mineral bukan logam dan batuan yang berakibat pada realisasi pajak
menurun.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas
pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dipengaruhi dari realisasi
pajak mineral bukan logam dan batuan dan dapat juga disebabkan karena
naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling
berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: pada
tahun 2017 realisasi pajak pajak mineral bukan logam dan batuan
mencapai Rp521.386.516,60 tingginya realisasi pajak mineral bukan
logam dan batuan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya
realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan
batuan seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada
tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya
realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan, pada tahun 2018 realisasi
pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan akan tetapi
realisasi pajak tetap tinggi yaitu sebesar Rp264.881.727,70, pada tahun
2019 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan
menjadi sebesar Rp377.487.654,62 kenaikan realisasi pajak mineral bukan

logam dan batuan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh naiknya
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realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan
batuan seperti pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat
menyebabkan tingginya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan,
pada tahun 2020 realisasi pajak pajak mineral bukan logam dan batuan
mengalami penurunan realisasi menjadi sebesar Rp234.196.139,40
penurunan realisasi ini dapat juga dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari
pajak yang berkaitan dengan pajak air tanah dan pajak mineral bukan
logam dan batuan seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan pada tahun ini mengalami penurunan realisasi dan dapat
menyebabkan turunnya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan,
pada tahun 2021 realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp98.010.694,40.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan tabel 4.12 perhitungan efektivitas pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2017
memiliki nilai sebesar 27,42% dengan kriteria tidak efektif, rendahnya
nilai efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih
besar dibanding realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami penurunan dan
merupakan nilai efektivitas terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar
8,76% dengan kriteria tidak efektif, rendahnya efektivitas pada tahun ini

disebabkan karena target yang dinaikkan sementara realisasi mengalami
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penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas mengalami
kenaikan menjadi sebesar 93,07% dengan kriteria cukup efektif, naiknya
efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih kecil
dari tahun sebelumnya dan pada tahun ini realisasi dari pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan yang disebabkan
karena bertambahnya objek pajak baru. Pada tahun 2020 mengalami
penurunan nilai efektivitas menjadi sebesar 77,31% dengan kriteria cukup
efektif, penurunan efektivitas ini terjadi karena realisasi pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan yang disebabkan
karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 efektivitas mengalami
kenakan dan merupakan nilai efektivitas pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan kota tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100%
dengan kriteria efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini disebabkan
karena target yang dianggarkan pada tahun ini lebih rendah dibanding
tahun sebelumnya, penurunan target ini diturunkan berdasarkan hasil
identifikasi objek pajak pada tahun.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dapat dipengaruhi dari
realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan dapat juga
disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah
lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap
tahunnya: pada tahun 2017 realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan

dan perkotaan mencapai Rp191.929.916,00 tingginya realisasi pajak bumi
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dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun ini dapat juga
dipengaruhi oleh tingginya realisasi dari pajak yang berkaitan dengan
pajak pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan seperti pajak
penerangan jalan dan pajak sarang burung walet pada tahun ini memiliki
realisasi yang tinggi dan dapat menyebabkan tingginya realisasi pajak
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pada tahun 2018 realisasi
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan
menjadi sebesar Rp187.593.623,00, pada tahun 2019 realisasi pajak bumi
dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan menjadi
Rp279.197.562,00 kenaikan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah
lain seperti pajak penerangang jalan yang mengalami kenaikan realisasi
dan dapat menyebabkan naiknya realisasi pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan, pada tahun 2020 realisasi pajak bumi dan
bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp231.930.428,00
penurunan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah lain yang
berkaitan seperti pajak sarang burung walet yang mengalami penurunan
realisasi dan dapat menyebabkan turunnya realisasi dari pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan, pada tahun 2021 realisasi pajak bumi
dan bangunan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp236.562.003,00
kenaikan ini dapat juga disebabkan karena pajak daerah lain seperti pajak
sarang burung walet yang mengalami penurunan dan dapat menyebabkan

turunya realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
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Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dilihat dari tabel 4.13 analisis efektivitas bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan diatas, nilai efektivitas pada tahun 2019 memiliki nilai
efektivitas sebesar 106,73% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun
2020 mengalami penurunan dan merupakan nilai efektivitas terendah
dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 7,50% dengan kriteria tidak efektif,
penurunan efektivitas ini terjadi karena realisasi dari bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan mengalami penurunan. Kemudian pada tahun
2021 mengalami kenaikan nilai dan merupakan nilai efektivitas tertinggi
dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 488,99% dengan Kriteria sangat
efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini disebabkan karena realisasi pada
tahun ini mengalami kenaikan dan target yang dianggarkan mengalami
penurunan, target diturunkan berdasarkan hasil identifikasi objek pajak
pada tahun sebelumnya. Naik dan turunnya realisasi bea perolehan atas
tanah dan bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada
tahun 2017 merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini
terjadi karena pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya
pemungutan pajak seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-
tahun tertentu saja. Perhitungan efektivitas pada tahun 2017 dan 2018 tidak
dapat dihitung karena tidak memenuhi kriteria perhitungan efektivitas.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dipengaruhi dari realisasi

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan dapat juga disebabkan



77

karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang
saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya:
pada tahun 2017 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
mencapai Rp3.306.675.587,50 tingginya realisasi bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan pada tahun ini dapat juga dipengaruhi oleh tingginya
realisasi dari pajak yang berkaitan dengan pajak pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan seperti pajak penerangan jalan dan pajak sarang
burung walet pada tahun ini memiliki realisasi yang tinggi dan dapat
menyebabkan tingginya realisasi bea perolehan atas tanah dan bangunan,
pada tahun 2018 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp67.282.800,00 penurunan
realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat juga
dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak daerah lain yang berkaitan
seperti pajak hotel dan pajak restoran yang mengalami penurunan realisasi
dan dapat menyebabkan turunya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, pada tahun 2019 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp64.035.000,00, pada
tahun 2020 realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp4.500.000,00 penurunan
realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat juga
dipengaruhi oleh turunnya realisasi dari pajak hotel, pajak restoran dan
pajak hiburan dapat menyebabkan turunya realisasi bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan, pada tahun 2021 realisasi bea perolehan hak atas
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tanah dan bangunan mengalami kenaikan menjadi  sebesar
Rp97.798.000,00 kenaikan realisasi dapat juga dipengaruhi oleh naiknya
realisasi dari pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat menyebabkan
naiknya realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dari keseluruhan jenis pajak
daerah yang ada di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun memiliki rata-
rata sebagai berikut: Pada tahun 2017 pajak daerah memiliki rata-rata nilai
efektivitas sebesar 65,45% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 pajak
daerah memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 149,55% dengan Kkriteria
sangat efektif. Pada tahun 2019 pajak daerah memiliki nilai rata-rata sebesar
74,31% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2020 pajak daerah memiliki
rata-rata nilai efektivitas sebesar 108,62% dengan kriteria sangat efektif. Pada
tahun 2021 pajak daerah memiliki rata-rata nilai efektifitas sebesar 124,48%
dengan kriteria sangat efektif.

Jika dilihat dari pembahasan hasil rata-rata pertahun pajak daerah
diatas, efektifitas pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata
sangat efektif. Hasil efektivitas pajak daerah yang sangat efektif ini sejalan
dengan Theory Development From Below dijelaskan bahwa teori ini berfokus
pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan
arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, atau masyarakat
akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding
membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah

melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Tercapainya
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target pajak daerah menunjukan bahwa wajib pajak menyadari kewajibannya
dalam membayar pajak daerah, sehingga pendapatan pajak daerah yang telah
ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasikan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
memiliki hasil efektif yaitu Sholiha & Bone (2022), melakukan penelitian
terhadap efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota
Samarinda dengan hasil efektivitas sangat efektif. Penelitian lainnya adalah
Jamain & Mahadi (2021) yang melakukan penelitian terhadap efektivitas pajak
daerah dan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten
Seram bagian Barat dengan hasil efektivitas pajak daerah sangat efektif.
Retribusi Daerah
Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan efektivitas
dari jenis retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung:
a. Retribusi Jasa Umum
Berdasarkan tabel 4.14 Analisis Efektivitas Retribusi Jasa Umum
diatas, pada tahun 2017 realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan memiliki
peranan besar dalam menaikkan efektivitas Retribusi Jasa Umum,
efektivitas pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 102,79% dengan
kriteria sangat efektif, pada tahun 2018 realisasi Retribusi Jasa Umum
efektivitas mengalami peningkatan dan menjadi nilai efektivitas tertinggi
dibanding tahun lainnya yaitu menjadi sebesar 132,45% dan termasuk
dalam kriteria sangat efektif, peningkatan efektivitas ini terjadi karena

realisasi dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan
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persampahan/kebersihan dan retribusi pelayanan pasar mengalami
peningkatan. Kemudian pada tahun 2019 efektivitas mengalami
penurunan menjadi sebesar 116,92% dengan kriteria sangat efektif,
penurunan efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan lebih
tinggi dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi realisasi dari retribusi
pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai efektivitas mengalami
penurunan menjadi sebesar 96,21% dengan kriteria cukup efektif,
penurunan ini terjadi karena tingginya target yang dianggarkan dan
realisasi retribusi jasa umum tidak mencapai target tersebut akan tetapi
realisasi retribusi jasa umum pada tahun ini mengalami peningkatan, pada
tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi
sebesar 85,41% dengan kriteria kurang efektif, penurunan efektivitas ini
terjadi karena realisasi retribusi mengalami penurunan yang disebabkan
oleh virus Covid-19.
Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Tabel 4.15 Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa
Usaha diatas, pada tahun 2017 realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan
memiliki peranan besar dalam menaikan efektivitas retribusi jasa usaha,
pada tahun ini nilai efektivitas sebesar 161,22% dengan kriteria sangat
efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami peningkatan dan
merupakan nilai efektivitas tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar

427,88% dengan kriteria sangat efektif, kenaikan efektivitas pada tahun ini
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disebabkan karena realisasi retribusi yang mengalami peningkatan dan
pada tahun ini realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga memiliki
peran penting dalam menaikan realisasi. Kemudian pada tahun 2019 nilai
efektivitas mengalami penurunan dan merupakan nilai efektifitas terendah
dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 100,04% dengan kriteria efektif,
menurunnya nilai efektivitas dikarenakan target yang dianggarkan lebih
tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 -efektivitas
mengalami kenaikan menjadi sebesar 124,68% dengan kriteria sangat
efektif, naiknya nilai efektivitas ini dikarenakan target yang dianggarkan
kembali turun akan tetapi pada tahun ini realisasi dari retribusi jasa usaha
mengalami penurunan hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi
Covid-19. Pada tahun 2021 nilai efektivitas kembali mengalami kenaikan
menjadi sebesar 194,39% dengan kriteria sangat efektif, naiknya nilai
efektivitas ini dikarenakan realisasi dari retribusi jasa usaha mengalami
kenaikan hal ini disebabkan karena pemerintah menambah objek retribusi
jasa usaha.
Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Tabel 4.16 Perhitungan Efektivitas Retribusi
Perizinan Tertentu pada tahun 2017 realisasi retribusi izin mendirikan
bangunan memiliki peranan besar dalam menaikan efektivitas retribusi
perizinan tertentu, pada tahun ini nilai efektivitas sebesar 44,89% dengan
kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 nilai efektivitas mengalami

penurunan menjadi sebesar 23,43% dengan kriteria tidak efektif,
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penurunan ini terjadi dikarenakan realisasi dari retribusi perizinan tertentu
mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2019 nilai efektivitas
mengalami kenaikan menjadi sebesar 58,42% dengan kriteria tidak efektif,
naiknya efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan pada tahun
tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai
efektivitas kembali mengalami kenaikan dan merupakan nilai efektivitas
tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 603,06% dengan Kriteria
sangat efektif, naiknya efektivitas disebabkan karena target yang
dianggarkan pada tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya dan realisasi
dari retribusi perizinan tertentu pada tahun ini mengalami kenaikan. pada
tahun 2021 nilai efektivitas mengalami penurunan menjadi sebesar
62,46% dengan kriteria tidak efektif, penurunan efektivitas ini terjadi
karena turunnya realisasi retribusi perizinan tertentu terjadi karena dampak
pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dari keseluruhan jenis retribusi
daerah yang ada di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun memiliki rata-
rata sebagai berikut: Pada tahun 2017 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai
efektivitas sebesar 102,97% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018
retribusi daerah memiliki rata-rata nilai efektifitas sebesar 194,59% dengan
kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 retribusi daerah memiliki rata-rata
nilai efektivitas sebesar 91,80% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun

2020 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai sebesar 247,65% dengan kriteria
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sangat efektif. Pada tahun 2021 retribusi daerah memiliki rata-rata nilai
efektivitas sebesar 114,09% dengan kriteria sangat efektif.

Jika dilihat dari pembahasan hasil rata-rata pertahun retribusi daerah
diatas, efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil
rata-rata efektif. Hasil efektivitas retribusi daerah yang sangat efektif ini
sejalan dengan Theory Development From Below dijelaskan bahwa teori ini
berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk
menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya,
atau masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah
daerah dibanding membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka
dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah
mereka. Tercapainya target pajak daerah menunjukan bahwa wajib pajak
menyadari kewajibannya dalam membayar retribusi daerah, sehingga
pendapatan retribusi daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
memiliki hasil efektif yaitu Sholiha & Bone (2022), melakukan penelitian
terhadap efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota
Samarinda dengan hasil efektivitas sangat efektif. Penelitian selanjutnya adalah
Mais & Yuniara (2020) yang melakukan penelitian terhadap efektivitas
penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD di DKI Jakarta

Periode 2015-2019 dengan hasil efektivitas retribusi daerah sangat efektif.
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4.4.2 Kontribusi
1. Pajak Daerah
Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan
jenis pajak daerah selama periode 2017-2021.:
a. Pajak Hotel
Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung
selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar
0,40% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi
pajak hotel dikarenakan hotel yang berada di daerah Kabupaten Tana
Tidung tergolong masih sedikit. Akantetapi rendahnya nilai kontribusi
tidak berarti bahwa pemungutan pajak hotel tidak maksimal hal ini dapat
dilihat dari Tabel 4.4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel, dapat dilihat
bahwa pemungutan pajak hotel Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil
rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak hotel Kabupaten
Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.
b. Pajak Restoran
Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung
selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar
6,65% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi
pajak restoran dikarenakan pajak restoran yang dipungut oleh pemerintah
daerah hanya restoran/tempat makan yang besar. Akantetapi rendahnya
nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak restoran tidak

maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.5 Perhitungan Efektivitas Pajak
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Restoran, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak restoran Kabupaten Tana
Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan
pajak retoran Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal
mungkin.
Pajak Hiburan

Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung
selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar
0,00% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi
pajak hiburan dikarenakan realisasi pajak hiburan sangat kecil bahkan
selama 3 tahun pajak hiburan tidak dipungut dapat dilihat dari Tabel 4.19
Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan, pajak hiburan tidak dipungut
dikarenakan beberapa alasan salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang
mengharuskan setiap daerah melakukan pembatasan mobilitas sehingga
pajak hiburan tidak dapat dipungut.
. Pajak Reklame

Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung
selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar
0,03% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi
pajak reklame dikarenakan pemungutan pajak reklame selama 5 tahun
pajak reklame terus mengalami penurunan dapat dilihat dari Tabel 4.20
Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame, realisasi pajak mengalami
penurunan disetiap tahunnya yang mengakibatkan rendahnya nilai

kontribusi.
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Pajak Penerangan Jalan

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten
Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi
sebesar 8,16% dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Akantetapi
rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak
penerangan jalan tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.8 Perhitungan
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan pemungutan pajak penerangan jalan
Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif dan disetiap
tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini berarti, pemungutan pajak
penerangan jalan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal
mungkin.
Pajak Air Tanah

Kontribusi pajak air tanah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung
selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar
0,01% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi
pajak air tanah dikarenakan pajak air tanah yang dipungut sangat kecil
akantetapi pajak air tanah mengalami kenaikan di setiap tahunnya kecuali
pada tahun 2020 pajak air tanah mengalami penurunan dikarenakan
adanya pandemi Covid-19, dapat dilihat dari Tabel 4.22 Perhitungan
Kontribusi Pajak Air Tanah.
Pajak Sarang Burung Walet

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kabupaten

Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi



87

sebesar 0,04% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya
kontribusi pajak sarang burung walet dikarenakan realisasi dari pajak
sarang burung walet mengalami penurunan dapat dilihat dari Tabel 4.23
Perhitungan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2018
merupakan realisasi tertinggi, pada tahun 2019 realisasi mengalami
penurunan kemudian pada tahun 2020 realisasi kembali mengalami
penurunan yang mengakibatkan rendahnya nilai kontribusi.

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD
Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata
nilai kontribusi sebesar 1,55% dengan kriteria kontribusi sangat kurang,
rendahnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan
pajak mineral bukan logam dan batuan sangat terkait dengan kegiatan yang
akan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pembangunan konstruksi
yang pada tahun 2021 juga terdampak. Sehingga terjadi penurunan
Transaksi jual beli mineral bukan logam dan batuan yang berakibat pada
realisasi pajak menurun. Akantetapi rendahnya nilai kontribusi tidak
berarti bahwa pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak
maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.11 Perhitungan Efektivitas Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak
pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung memiliki

hasil rata-rata efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak pajak mineral
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bukan logam dan batuan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan
semaksimal mungkin.
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021
memiliki rata-rata nilai kontribusi sebesar 1,25% dengan Kkriteria
kontribusi sangat kurang, rendahnya kontribusi pajak pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan dikarenakan penduduk Kabupaten Tana
Tidung yang masih sedikit dibanding daerah lain seperti Tanjung Selor dan
dalam 1 rumah biasanya ditempati lebih dari 1 kepala keluarga. Akantetapi
rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel
4.25 Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Batuan (BPHTB)

Kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap
PAD Kabupaten Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-
rata nilai kontribusi sebesar 2,79% dengan kriteria kontribusi sangat
kurang, rendahnya kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
dikarenakan naiknya realisasi dari bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan bergantung pada momen contohnya realisasi pada tahun 2017

merupakan realisasi terbesar dibanding tahun lainnya, hal ini terjadi karena
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pada tahun 2017 terjadi peralihan lahan sawit, tentunya pemungutan pajak
seperti ini tidak terjadi setiap tahun, hanya di tahun-tahun tertentu saja.
Akantetapi rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak maksimal dapat dilihat dari
Tabel 4.13 Perhitungan Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dapat dilihat bahwa pemungutan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat
efektif. Hal ini berarti, pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal
mungkin.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari
setiap jenis pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil kontribusi
sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah, rendahnya nilai kontribusi
pajak daerah tidak berarti bahwa pemungutan pajak daerah tidak maksimal, hal
ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas pajak daerah, dapat dilihat bahwa
pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata
sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana
Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hasil kontribusi pajak daerah
ini sejalan dengan Theory Development From Below dijelaskan bahwa teori ini
berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk
menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya,
atau masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah

daerah dibanding membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka
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dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah
mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
memiliki hasil kurang berkontribusi yaitu Safuridar et al. (2019), melakukan
penelitian terhadap efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah
terhadap PAD di daerah Kabupaten Aceh Timur dengan hasil kontribusi sangat
kurang. Penelitian selanjutnya adalah Putri (2019) yang melakukan penelitian
terhadap kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dengan hasil kontribusi sangat
kurang dan sedang.

Retribusi Daerah
Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut merupakan pembahasan
jenis pajak daerah selama periode 2017-2021.:
a. Retribusi Jasa Umum
Kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD Kabupaten Tana
Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi
sebesar 1,49% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya
kontribusi retribusi jasa umum dikarenakan beberapa jenis retribusi jasa
umum yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta yang baru dipungut pada tahun 2020. Akantetapi rendahnya nilai
kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan retribusi jasa umum tidak

maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.14 Perhitungan Efektivitas Retribusi
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Jasa Umum, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi hasam umum
Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini
berarti, pemungutan retribusi jasa umum Kabupaten Tana Tidung telah
dilaksanakan semaksimal mungkin.
Retribusi Jasa Usaha

Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD Kabupaten Tana
Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi
sebesar 0,83% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya
kontribusi retribusi jasa usaha dikarenakan beberapa jenis retribusi jasa
usaha yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah raga yang baru dipungut pada tahun 2018. Akantetapi
rendahnya nilai kontribusi tidak berarti bahwa pemungutan retribusi jasa
usaha tidak maksimal dapat dilihat dari Tabel 4.15 Perhitungan Efektivitas
Retribusi Jasa Usaha, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi jasa usaha
Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini
berarti, pemungutan retribusi jasa usaha Kabupaten Tana Tidung telah
dilaksanakan semaksimal mungkin.
Retribusi Perizinan Tertentu

Kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD Kabupaten
Tana Tidung selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata nilai kontribusi
sebesar 5,11% dengan kriteria kontribusi sangat kurang, rendahnya
kontribusi retribusi perizinan tertentu dikarenakan beberapa jenis retribusi

perizinan tertentu yang belum dipungut pada tahun tertentu seperti
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Retribusi 1zin Trayek dan Retribusi Izin Periklanan yang baru dipungut
pada tahun 2019 dapat dilihat dari Tabel 4.29 Perhitungan Kontribusi
Retribusi Perizinan Tertentu realisasi retribusi perizinan tertentu yang
lebih kecil dibanding PAD dan mengalami fluktuasi yang mengakibatkan
rendahnya nilai kontribusi.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari
setiap jenis retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil kontribusi
sangat kurang, rendahnya nilai kontribusi retribusi daerah tidak berarti bahwa
pemungutan retribusi daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari
pembahasan efektivitas retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan
retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif. Hal
ini berarti, pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung telah
dilaksanakan semaksimal mungkin. Hasil kontribusi retribusi daerah sejalan
dengan Theory Development From Below dijelaskan bahwa teori ini berfokus
pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan
arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, atau masyarakat
akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding
membayar pajak kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah
melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Rendahnya
nilai kontribusi retribusi daerah tidak berarti bahwa pemungutan retribusi
daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas
retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi daerah Kabupaten

Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
memiliki hasil efektif yaitu Safuridar et al. (2019), melakukan penelitian
terhadap efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap PAD
di daerah Kabupaten Aceh Timur dengan hasil kontribusi sangat kurang.
Penelitian selanjutnya adalah Putri (2019) yang melakukan penelitian terhadap
kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dengan hasil kontribusi sangat kurang

dan sedang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui hasil dari efektivitas Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah kemudian kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode

2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 2017-2021 yang

didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti,

terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak daerah selama periode
2017-2021, dari 10 jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah
Kabupaten Tana Tidung hanya pajak restoran yang memiliki hasil
efektivitas dengan kriteria efektif di seluruh periode 2017-2021. Sedangkan
untuk 9 jenis pajak daerah diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Hotel, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan memiliki hasil fluktuatif.

2. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah selama periode

2017-2021, dari 3 jenis retribusi daerah yang dipungut pemerintah
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Kabupaten Tana Tidung hanya Retribusi Jasa Usaha yang memiliki hasil
efektivitas dengan kriteria efektif di seluruh periode 2017-2021. Sedangkan
untuk 2 jenis retribusi daerah diantaranya: Retribusi Jasa Umum dan
Retribusi Perizinan Tertentu memiliki hasil fluktuatif.

Berdasarkan hasil analisis kontribusi setiap jenis Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021
menunjukkan hasil rata-rata sangat kurang. Kontribusi Pajak Hotel
terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,40% dengan
kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD memiliki
kontribusi dengan hasil rata-rata 6,65% dengan kriteria sangat kurang,
kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil
rata-rata 0,40% dengan Kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Reklame
terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 0,03% dengan
kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD
memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 8,16% dengan kriteria sangat
kurang, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD memiliki kontribusi
dengan hasil rata-rata 0,01% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi
Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD memiliki kontribusi dengan
hasil rata-rata 0,04% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi Pajak
Mineral Bukan Logam Dan Batuan terhadap PAD memiliki kontribusi
dengan hasil rata-rata 1,55% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan terhadap PAD

memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 1,25% dengan kriteria sangat



96

kurang, dan kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
terhadap PAD memiliki kontribusi dengan hasil rata-rata 2,79% dengan
Kriteria sangat kurang.

4. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi setiap jenis Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung periode 2017-
2021 menunjukkan hasil rata-rata sangat kurang. Kontribusi Retribusi Jasa
Umum terhadap PAD memiliki hasil rata-rata 1,49% dengan kriteria sangat
kurang, kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD memiliki hasil rata-
rata 0,83% dengan kriteria sangat kurang, dan kontribusi Retribusi
Perizinan Tertentu terhadap PAD memiliki hasil rata-rata 1,38% dengan

Kriteria sangat kurang.

5.2 Saran

Penelitian ini telah dilakukan sebaik dan semaksimal mungkin, akan
tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan dalam data yang yang dibutuhkan
dalam melakukan analisis terdapat kekurangan sehingga penulis tidak dapat
mencerminkan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Berikut merupakan saran
dari penulis :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam
membuat suatu kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Dalam menyusun anggaran target Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun
Pendapatan Asli Daerah sebaiknya memperhitungkan target dengan
realisasi dari tahun sebelumnya, agar perhitungan efektifitas dapat

mencapai target.
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Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Jarwaris.d 31 Desember 2017

REALISAST

KODE REKENING URATAN ANGGARAN LEBTH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
1 ASET 60.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,000,00)
1.2 TNVESTAST JANGKA PANJANG 80.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000.000,00)
1.2.1 Investasi Jangka Panjang lon Permanen 50.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000.000,00)
1.2.1.01 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 80.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00  (30.000.000.000,00)
K PENDAPATAN - LRA 670.277.664.744,12 000 632763.610.280,21  632763610.280,21  (37.514.054.963,91)
4.1 PENDAPATAN ASLT DAERAH (PAD) - LRA 46.293.059,365,93 0,00 25,583,550.903,50 25.983.850.903,60  (20.309.208.462,33)
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2.965.000.000,00 0,00 6.230.00 0 6.230.00 0 65,00 1l
4.1.1.06 Pajak Hotel - LRA 40.000.000,00 0,00 74.045.600,00 74.045.600,00 34.045.600,00
4.1.1.07 Pajak Restoran -LRA 950.000.000,00 0,00 1.139,438.982,00 1,139.438,982,00 189,438.982,00
4.1.1.08 Pajak Hiburan - LRA 0,00 0,00 1,500.000,00 1,500,000,00 1.500,000,00
4.1.1.09 Pajak Reklame -LRA 10.000.000,00 0,00 8.631.250,00 8.631.250,00 (1.368.750,00)
4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan - LRA 700.000,000,00 0,00 986.397.486,20 986.397.986,20 286,397,486, 20
4.1.1.12 Pajak Air Tanah -LRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet -LRA 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (15.000,000,00)
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA 550.000.000,00 0,00 521.386.516,50 521.386.516,50 (28.613.483,40)
4.1.1.15 Pajak Eumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 700.000,000,00 0,00 181,929.916,00 191,926.916,00 (508,070.084,00)
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tansh dan Bangunan (BPHTE) - LRA 0,00 0,00 3.306.675.587,50 3.306.675.587,50 3.306.675.587,50
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 745.000,000,00 0,00 468,014.668,00 453,014.666,00 (256,985.334,00)
4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 150.000.000,00 0,00 155.745.500,00 155.749.500,00 5.743.500,00
4.1.2.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersinan - LRA 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00)
4.1.2.06 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 35.000.000,00 0,00 54.964.400,00 54.964,400,00 19.964.400,00
4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.19 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 0,00 0,00 4.076.000,00 4.076.000,00 4.076.000,00
4.1.2.2 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 30.000.000,00 0,00 44,290.000,00 44,290,000,00 14.290.000,00
4.1.2.2 Retribusi Izin Mendirkan Bangunan - LRA 500.000,000,00 0,00 69.362.606,00 69.362.606,00 (430,637.394,00)
4.1.2.28 Retribusi Izin Gangguan - LRA 0,00 0,00 153.572. 160,00 159.572.160,00 159.572.160,00
4.1.2.30 Retribusi 1zin Perikanan -LRA 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00)
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 10.800.000,000,00 0,00 8.362.320.793,99 8.362.320.793,99 (2.437,679.206,01)
Dipisahkan - LRA
4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milk 10.800.000.000,00 0,00 8.362.320.793,99 8.362.320.793,99 (2.437.679.206,01)
Daerah/BUMD - LRA
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 31.783.059.365,93 0,00 10.903.510.105,31 10.903.510.105,31  (20.879.549.260,62)
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA 0,00 0,00 515,600.000,00 515.600,000,00 §15.600,000,00
4.1.4.03 Penerimazn Jasa Giro - LRA 7.000.000.000,00 0,00 5.128.521.267,02 5.128.521.267,02  (L871.478.732,98)
4.1.4.05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah -LRA 250.000,000,00 0,00 1933,493.514,84 1.933.493.514,84 1683,493.514,84
4.1.4.07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 350.000,000,00 0,00 10.000.000,00 10,000.000,00 {340,000.000,00)
4.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian 1,200.000,000,00 0,00 1134,445,933,16 1,134,445,933, 16 (65.554,066,34)
4.1.4.19 Lain-ain PAD yang Sah Lainnya - LRA 20.923.355.365,93 0,00 101.517.458,00 101.517.458,00  (20.821.837.907,93)
4.1.4.23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA 2.058,704,000,00 0,00 2.079.931.832,29 2.079.931.832,29 20,227.832,28
4.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 623.984.605.378, 19 000 606.779.759.376,61  606.779.759.376,61  (17.204.846.001,58)
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 561,658,354,254,00 0,00  SI7625.62L19500  537.625.62L196,00  (24.032.743.058,00)
4.2.1.01 Bagi Hasl Pajak - LRA 26,807.786.803,00 0,00 19,359.835,462,00 19,359.835.462,00 (7.447,951.341,00)
4.2.1.02 Bagi Hasl Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 94,906.850,899,00 0,00  123679.93L53400  123.679.93L53400  28.773.070.635,00
4.2.1.03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 383.418.407.552,00 0,00  350.952.437.000,00  350.962.437.000,00  (32.456.870.552,00)
4.2.1.08 Dana Alokasi Khusus {DAK) - LRA 56.524,309.000,00 0,00 43.623,417.200,00 43.623.417.200,00  (12.900,891.800,00)
4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 30.836.210.000,00 0,00 31.478.989.591,00 31,478,989.591,00 642.779,591,00
4.2.2.03 Dana Penyesuaian -LRA 30.836.210.000,00 0,00 31.478.989.591,00 31.478.989.591,00 642.779.591,00
4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 10,366,031, 124,19 0,00 14,523, 148,569,61 14,523.148.589,61 4.157.117.465,42
4.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasi Pajak - LRA 10.366.031.124,19 0,00 12.465.141.335,96 12.465.141.335,96 2.089.110.211,77
4.2.3.02 Pendapatan Bagi hasi Lainnya -LRA 0,00 0,00 2.058,007.253,65 2.058,007.253,65 2.058.007.253,65
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA 21,124,000.000,00 0,00 23,152.000.000,00 23,152,000.000,00 2.028.000.000,00
4.2.4.01 Bantuzn Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - 21.124.000.000,00 0,00 23.152.000.000,00 23.152,000.000,00 028,000.000,00
s BELANIA 910.055.712.045,71 000 763.227.543.04401  760.227.843.044,01  (140.327,769.001,70)
5.1 BELANJA OPERAST 442,366.843,357,71 000  393859.128.01701  393.859.128.017,01  (48.507.715.340,70)
5.1.1 Belanja Pegawai 208.248.331.616,48 000 197.101868.68200  197.101868.682,00  (1L.146.512.934,48)
5.1.1.01 Belania Gaj dan Tunjangan 57.582.084.775,36 0,00 75,989,693.029,00 78.969.693.029,00 (8.552.391.746,36)
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasian PG 120.316.296.841,12 000 1781217565300  117.812.175.653,00 (2.504.121.188,12)
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lsinnya Pimpinan dan Anggata DPRD serta 350.000,000,00 0,00 300,000.000,00 300.000,000,00 (50.000,000,00)
KDHWKDH
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 216.793.461.741,23 000  181633.39.33501  181.633.359.335,01  (35.160.102.406,22)
5.1.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.854.751. 111,00 0,00 6.934.455.489,00 6.934.455.489,00 (920.295.622,00)
5.1.2.02 Belznia Bahan/Material 2.934,315.596,00 0,00 2.000,965.284,00 2.000,965.234,00 (533,350.714,00)
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.212.167.269,00 0,00 12.961.874.577,67 12.961874.577,67  (3.250.292.691,33)
5.1.2.04 Belznia Premi Asuransi 1,500.000,000,00 0,00 1.174,194,043,00 1,174,194.043,00 (325,805.957,00)
5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.856.766.725,00 0,00 2.746,238.800,00 2.746,238.800,00 {1.110,527.925,00)
5.1.2.06 Belanja Catak dan Penggandaan 4.836.469.633,00 0,00 3.663.697. 188,00 3.663.697.188,00 (1.172.772.445,00)
5.1.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkir 784.100,000,00 0,00 505.000.000,00 505.000,000,00 {275,100.000,00)
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobiltas 993.600.000,00 0,00 874.152.952,00 874.152.952,00 (119.447.048,00)
5.1.2.00 Belania Sewa Alat Berat 180.000,000,00 0,00 179,000.000,00 179.000,000,00 (1.000,000,00)
5.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.082.400.000,00 0,00 2.597.585.504,00 2.597.585.504,00 (484.814.496,00)
5.1.2.11 Belznia Makanan dan Minuman 13,344.042.353,23 0,00 11,339, 312,000,00 11,339.318,000,00 (2.004.723.353,23)
5.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 277.600,000,00 0,00 267,380.000,00 267.380,000,00 (10.220,000,00)
5.1.2.13 Belznia Pakaian Kerja 1,542.700,000,00 0,00 1,459,424,000,00 1,459,424,000,00 (83.276.000,00)
5.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 444,300,000,00 0,00 409.848.000,00 409.848.000,00 (34.452,000,00)
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 43.050.36+4.868,00 0,00 38.972.164.651,34 38.972.164.651,34  (4.078.200.216,66)
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Belenja Pemelinarazn
Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakaty/Phak
Belenja Beasiswa Pendidikan PINS

Belens Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Belanja Honorarium Non Peganai

Belznja Honorarium PHS

Belanja Honorarium Non PHS

Belenja Usng untuk Diberikan kepada Phak Ketiga Masyarskat
Belanjs Barang Dana BOS

Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional

Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap Lainnya

Uang untuk diberikan kepada Pinak Ketiga/Masyarakat
Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

BELANIA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanzh Untuk Bangunan
Belan.ia Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-slat Bantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut
Apung Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadazn Alat Ukur
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modial Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadazn Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komurikasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Pemancar

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesshatan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadazn Alat
Peraga/Praktek Sekolah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Fisika Nuklr / Elektronika

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Lingkungan Hidup

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan
dan Perlindungan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Gedung dan Bangunian - Pengadaan Bangunan
Tugu Peringatan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rambu-Rambu

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Ar Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air Pasang Surut

Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Arr Kotor

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Air MinumyAir Bersih

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
Listrik

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak
Kebudayaan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap
Renovasi

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga

TRANSFER

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan kepada Par tai politi
SURPLUS | DEFISTT
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA
Penggunazn SILPA tahun sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

7,705,506, 250,00
10,330.810.000,00
16,603,077.600,00
150.000.000,00
5.711.736.394,00
1,750,000,00
27.421,553,540,00
25.268.423.200,00
1.244,150,000,00
12.481.000.000,00
555,600,000,00

3.932.871.700,00
4.483.400.000,00
14.975.000.000,00

13.250.000.000,00
1.725.000.000,00

2.350.000.000,00
2.350.000.000,00
456, 188.858.588,00
277,000,000,00

50.000.000,00
227.000.000,00

564.000.629,00

218.960.000,00
2,028,000.,000,00

1.000.000.000,00

31.800.000,00
275.202.469,00
1.861.559.960,00

2.117.380.000,00
126.352.600,00

88.500.000,00
154.600.000,00
34.000.000,00

6.000.000,00
217.500.000,00
3.107.000.000,00

2,000,000,00
45.000.000,00
295.145.600,00

244,034.020.000,00
240.447.150.000,00

3.125.870.000,00
210.000.000,00

250.000.000,00

207.894.848.059,00

77.640.151.836,00
29.409.835.400,00
5.393.832.000,00

22,883.036,000,00
65.994.338.623,00
2,350,000,000,00
493,000,000,00
3,580,054,200,00
120.600.000,00

2.415,000.000,00
2.215,000.000,00
200.000.000,00

0,00
0,00

1,500,000,000,00
1,500,000,000,00
1,500,000,000,00
76.680.246,950,00
76.680.246,950,00
75,899,412, 200,00
75,599,412, 200,00
780.834.750,00
780.834.750,00
(316.458.294.251,59)
235.458.294.251,59
235,458,294,251,59
235,458,294,251,59
235,458,294,251,59
(80.000.000.000,00)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6,522,468, 100,00
7.623,800,600,00
12,303,556.560,00
160,000,000,00
5.043.517.623,00
1,750,000,00
25.004.624,721,00
21.524.525.000,00
583,806.626,00
10.114.514. 156,00
600.308,657,00

2.206.947.803,00
3.857.900.000,00
14.221.900.000,00

13.100.000.000,00
1.121.500.000,00

902.000.000,00
902.000.000,00
375.368.815.027,00
267.071.000,00

40.500.000,00
226.471.000,00

5.023.952.450,00

214.040.000,00
1,083,500,000,00

0,00

26.710.000,00
203.450.000,00
740.481.900,00

1.729.929.300,00
78.750.000,00

77.995.000,00
144.125.000,00
31.500.000,00

0,00
132.325.000,00
275.601.450,00

1,800,000,00
5.250.000,00
273.044.800,00

195.533.626.800,00
192.759.335.300,00

2.558.063.000,00
186.484.500,00

29.744.000,00

174.345.164.777,00

69.709.495.236,00
23.389.877.650,00
4.132.430.500,00

21,709.125.991,00
45.814.207.500,00
2,068,620, 100,00
492,131,000,00
2,909,112.800,00
120.164.000,00

199.000.000,00
9.000.000,00
190.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
61,617.044.751,00
61,617.044.751,00
60.836,210,001,00
60.836,210,001,00
780.834.750,00
780.834.750,00
(198.081.377.514,30)
235,458.294.251,59
235,458,294.251,59
235,458,294.251,59
235,458,294.251,59
38.376.916.736,7%

6,522,468, 100,00
7.623.800.600,00
12,303,896.560,00
160,000,000,00
5.043.517.623,00
1,750,000,00
25.004.624,721,00
21.524.525.000,00
583,806,626,00
10.114.514. 156,00
600.308,657,00

2.206.947.803,00
3.857.900.000,00
14.221.900.000,00

13.100.000.000,00
1.121.900.000,00

902.000.000,00
902.000.000,00
375.368.815.027,00
267.071.000,00

40.500.000,00
226.471.000,00

5.023.952.450,00

214.040.000,00
1,083,500,000,00

0,00

26.710.000,00
203.490.000,00
740.481.800,00

1.729.929.300,00
78.760.000,00

77.995.000,00
144.125.000,00
31.500.000,00

0,00
132.325.000,00
275.601.450,00

1,00,000,00
5.250.000,00
273.044.800,00

195.533.626.800,00
192.759.335.300,00

2.558.063.000,00
186.484.500,00

29.744.000,00

174.345.164.777,00

69.709.495.236,00
23.389.877.650,00
4.132.430.500,00

21,709.125.891,00
49.814.207.500,00
2,068,620, 100,00
432,131,000,00
2,909.112.800,00
120.164.000,00

199.000.000,00
9.000.000,00
190.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
61,617.044.751,00
61,617.044.751,00
60.835,210,001,00
60,836,210,001,00
780.834.750,00
780.834.750,00
(198.081.377.514,30)
236,458.294.251,59
236,458,294.251,59
236,458,294.251,59
236,458,294.251,59
38.376.916,736,7%

(1.183.038.150,00)
(2.707.009.400,00)
(4.299.181.040,00)
0,00
(668.218.771,00)
0,00
(2.416.928.919,00)
(3.743.503.200,00)
(660.343.374,00)
(2.366.485.844,00)
44.708.657,00

(1.725.923.897,00)
(625.500.000,00)
(753.100.000,00)

(150.000.000,00)
(603.100.000,00)

(1.448.000.000,00)
(1.448.000.000,00)
(30.820.053.661,00)
(9.929.000,00)

(2.400.000,00)
(529.000,00)

(5.540.048.173,00)

(4.920.000,00)
{944.100.,000,00)

(1.000.000.000,00)

(5.090.000,00)
(20.712.459,00)
(1.121.078.060,00)

(387.450.700,00)
(47.552.600,00)

(10.505.000,00)
(10.475.000,00)
(2.500.000,00)

(6.000.000,00)
(85.175.000,00)
(2.831.398.550,00)

{200.000,00)
(39.750.000,00)
(23.100.800,00)

(48.500.393.200,00)
(47.687.814.700,00)

(568.807.000,00)
(23.515.500,00)

(220.256.000,00)

(33.549.663.282,00)

(7.930.656.600,00)
(6.019.957.750,00)
(1.261.401.500,00)

(1.173.910.009,00)
(16.180.131.123,00)
{311.379.900,00)
(869.000,00)
(670.941.400,00)
(435.000,00)

(2.220.000.000,00)
(2.210.000.000,00)
(10.000.000,00)

0,00
0,00

(1.500.000.000,00)
(1.500.000.000,00)
(1.500.000.000,00)
{15.063.202.199,00)
{15.063.202.199,00)
{15.063.202.199,00)
{15.063.202.193,00)

0,00

0,00

118.376.916.736,79

0,00

0,00

0,00

0,00

118.376.916.736,79
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Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Janusrs.d 31 Desember 2018

REALTSAST
KODE REKENTNG URATAN ANGGARAN LEBTH / (KURANG)
s/d PERTODE LALU PERTODE TNT TOTAL
% PENDAPATAN - LRA 625.929.499.130,44 0,00  624.774.868.327,76  624.774.868.327,76 (1.154.630.802,68)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 28.510.000.000,00 0,00 18.727.015.525,58 18.727.015.628,58 (0.782.984.371,42)
41,1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2,965.000.000,00 0,00 2.770.234.099,70 2.770.234.099,70 (194.765.900,30)
4.1.1.06 Pajak Hotel - LRA 60,000.000,00 0,00 46.500.800,00 46.500,800,00 (13.499,200,00)
4.1.1.07 Pajak Restoran -LRA 500,000.000,00 0,00 88.326.125,60 883,326.125,60 388,326, 125,60
4.1.1.08 Pajek Hiburan - LRA 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00)
4.1.1.08 Pajak Reklame - LRA 10.000.000,00 0,00 10.410.250,00 10.410.250,00 410,250,00
4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan - LRA 150,000.000,00 0,00 1.293.952.169,40 1,293,952.169,40 1,143,952, 169,40
4.1.1.12 Pajak Air Tanah - LRA 0,00 0,00 286.604,00 286.604,00 286.604,00
4.1.1.13 Pajek Sarang Burung Walet - LRA 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -LRA 100,000.000,00 0,00 %4.881.727,70 264.831,727,70 164.881.727,70
4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 2,140,500.000,00 0,00 187.59: 00 187.59: 00 (1.952.906.377,00)
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tansh dan Bangunan (BPHTE) - LRA 0,00 0,00 67.282.800,00 67.282.800,00 67. 00,00
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 745,000.000,00 0,00 519,386.201,00 519,386.201,00 (225.613.795,00)
4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 150,000.000,00 0,00 176.510.500,00 176,510,500,00 26,510,500,00
4.1.2.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA 20,000.000,00 0,00 38.505.000,00 38,505,000,00 18.505.000,00
4.1.2.06 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 35.000.000,00 0,00 03.000,00 09.000,00 1.509.000,00
4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2.18 Retribusi Tempat Khusus Parkir -LRA 0,00 0,00 23.526.000,00 23,826,000,00 23,526,000,00
4.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 30.000.000,00 0,00 46.413.000,00 46.413,000,00 16.413.000,00
4.1.2.23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA 0,00 0,00 58.125.000,00 58.125.000,00 58.125.000,00
4.1.2.2 Retribusi Tzin Mendirikan Bangunan -LRA 500,000.000,00 0,00 118.057.701,00 118.057.701,00 (381.942.295,00)
4.1.2.28 Retribusi [zin Gangguan - LRA 0,00 0,00 1.440.000,00 1,440,000,00 1,440,000,00
4.1.2.30 Retribusi [7in Perikanan - LRA 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00)
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 8.000.000.000,00 0,00 7.520.153.027,90 7.520.159.027,90 (479.840.972, 10)
Dipisahkan - LRA
4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Miik 8.000.000.000,00 0,00 7.520.159.027,90 7.520.159.027,90 (479.840.972, 10)
Daerah/BUMD - LRA
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 16,800.000.000,00 0,00 7.917.236.299,98 7.917.236.299,98 (3.882,763.700,02)
4.1.4.03 Penerimaan Jasa Giro - LRA 7.000.000.000,00 0,00 2.386.925.212,42 2,386.925.212,42 (4.613.074.787,58)
4.1.4.05 Tuntutan Gant Kerugian Daerah - LRA 250.000.000,00 0,00 5.085.864.558,47 5.085.864.558,47 4.835.864.558,47
4.1.4.07 patan Denda atas Pekerjaan - 350,000.000,00 0,00 0,00 0,00 (350.000,000,00)
LRA
4.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian 750,000.000,00 0,00 160.583.506,09 160.583.506,09 (589.416,083,31)
4.1.4.19 Lain-ain PAD yang Sah Lainnya - LRA 8.450,000.000,00 0,00 283.852.623,00 283,862.623,00 (8.166.137.377,00)
4.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 590,807,536.471,29 0,00  600.827.737.48160  600.827.737.481,60 10.020.201.010,31
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 544,077,384,000,00 0,00  548.108.27146100  546.108.271.481,00 4.030,887.481,00
4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak - LRA 19,658.661.000,00 0,00 18.452.250.503,00 18.452,250.509,00 (1.206.410,491,00)
4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam -LRA 82.508.564.000,00 0,00 94.618.094.952,00 94.618.094.982,00 12.109.530.982,00
4.2.1.03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 394,725,005.000,00 0,00  3%4.725.005.000,00  394.725.005.000,00 0,00
4.2.1.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) -LRA 47,185,154.000,00 0,00 40.312.920.930,00 40.312,920,990,00 (6.672,233.010,00)
4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 34.235,372.000,00 0,00 37.042.651.680,00 37.042.651,680,00 2.807.272,680,00
4.2.2.03 Dana Penyesusian - LRA 34.235.379.000,00 0,00 37.042.651.680,00 37.042.651.680,00 2.807.272.680,00
4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 6.382.340.370,44 0,00 12.114.814.320,50 12.114.814.320,60 5.732.473.950, 16
4.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasl Pajak - LRA 6.382.340.370,44 0,00 10.095.325.308,02 10.095.325.908,02 3.712.985.537,58
4.2.3.02 Pendapatan Bagi hasi Lainnya - (RA 0,00 0,00 2.019.488.412,58 2.019.483.412,58 2.019.483,412,58
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA 6.112,433.100,85 0,00 3.562.000,000,00 3.562,000,000,00 (2,550,433, 100,85)
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - 6.112,433.100,85 0,00 3.562.000,000,00 3.562,000,000,00 (2,550,433, 100,85)
4.3 LATN-LATN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 6.611.862.659,15 0,00 5.220.115.217,58 5.220,115.217,58 (1,391,847.441,57)
4.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA 6.611.962.659,15 0,00 5.220.115.217,58 5.220.115.217,58 (1,391,847.441,57)
4.3.3.01 Pendapatan Lainnya - LRA 6.611.962.659,15 0,00 5.220.115.217,58 5.220.115.217,58 (1.391,847.441,57)
5 BELANJA 621,224,062.380,44 000  527.495.734.676,61  527.495.734.676,61  (93.728.327.703,83)
5.1 BELANJA OPERAST 426,141,614.729,59 0,00  375.225.183.970,30  375.225.183.970,30  (50.916.430.759,29)
5.1.1 Belanja Pegawai 218,244,888.530,44 0,00 213.240.961 00 213.240.96 00 (5.003.920,207,44)
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 83,500,577.239,12 0,00 §2.374.366.333,00 62.374,366.333,00 (1.125.210.906,12)
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasian PNS 132.771.431.291,32 0,00  129.069.72.990,00  125.069.721.990,00 (3.701.708.301,32)
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lsinnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta 1,872,330.000,00 0,00 1.796.880,000,00 1,796,830,000,00 (176.000,000,00)
KDH/WKDH
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.879.926.199, 15 0,00  153.725.155.647,30  153.725.155.647,30  (42.154.770.551,85)
5.1.2.01 Belanja Bahan Pakal Habis 6.948.751.690,00 0,00 5.307.114.115,00 5.307.114.115,00 (1.641.637.575,00)
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 1.713,857.920,00 0,00 914.732.002,00 914,732,002,00 (799.125.918,00)
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 12,646.820.566,00 0,00 9.894.408.423,00 9.894.408.423,00 (2.752,412,143,00)
5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.140.000.000,00 0,00 1.828.569.227,00 1.828.569.227,00 (311.430.773,00)
5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.422,164.210,00 0,00 2.251.094,554,00 2,251,094.554,00 (1.171,068.656,00)
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.653.024.493,00 0,00 2.940.480.013,00 2,940,480.013,00 (1.712,544,480,00)
5.1.2.07 Belanja Sewa Rumah/Geduna/Gudang/Parkir 812.500.000,00 0,00 618.500.000,00 618.500.000,00 (194.000.000,00)
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 368,590,000,00 0,00 272.150,000,00 272,150,000,00 (36.440,000,00)
5.1.2.08 Belanja Sena Alat Berat 210,000.000,00 0,00 200.000.000,00 200,000,000,00 (10.000.000,00)
5.1.2.10 Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 566.000.000,00 0,00 339.470.000,00 339.470.000,00 (226.530.000,00)
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11,225,222.080,00 0,00 8.311.953.810,00 8.311,853.810,00 (2.913.268.270,00)
5.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atrbutnya 570,575.000,00 0,00 245.135.000,00 245,135,000,00 (325.440.000,00)
5.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja 668.605.000,00 0,00 637.851.000,00 637.851.000,00 (30.754.000,00)
5.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1,143,715.000,00 0,00 216.985.000,00 216,935,000,00 (926.730,000,00)
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 42,512,344.720,00 0,00 33.484,454.597,00 33,484,454,597,00 (9.027,890,123,00)
5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan 3.892.355.000,00 0,00 2.467.237.563,00 2.467.237.563,00 (1.425.117.437,00)
5.1.2.18 Belanja Jasa Konsultansi 7.301,908.000,00 0,00 3.995.074,500,00 3.995,074.500,00 (3.306.833.500,00)
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Phak 11,138.019.750,00 0,00 2.048.091.910,00 9.046.091.810,00 (2.089.927.840,00)
5.1.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 290.000.000,00 0,00 250.000.000,00 260.000.000,00 (30.000.000,00)
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelathan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6.580.021,200,00 0,00 4.769.200.050,00 4.769,200,050,00 (1.810.821,150,00)
5.1.2.24 Belanja Honorarium Non Pegawai 21,150.000,00 0,00 11,150.000,00 11,150.000,00 (10.000,000,00)
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Belanja Honorarium PNS

Belanja Honorarium Non PNS

Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Masyarakat
Belenja Honorarium Pengelola Dana 505

Belanja Barang Dana BOS

Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional

Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap Lainnya

Uang untuk diberikan kepada Pinak Ketiga Masyarakat
Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

BELANIA HODAL

Belanja Modal Tanah

Belnja Modal Tanah - Pengadaan Tanzh Untuk Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadazn Alat-Alat Besar

Darat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-slat Bantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadasn Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel
Tak Bermesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
Belanja Modal Peralztan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeiharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Belanjs Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadasn Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komurikasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Pemancar

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadazn Alat
Peraga/Prakisk Sekolah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prateksi
Radiasi / Proteksi Lingkungan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan
dan Perlindungan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Tugu Peringatan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rambu-Rambu

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
A Irigasi
Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air Bersh/Baku

Belanja Modl Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Arr Kotor

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air

Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Air Minumy/Air Bersih

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pembanglit Listrik

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Gardu Listrik

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadazn Terbitan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercarak
Kebudayaan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap
Renovasi

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

TRANSFER

TRANSFER BANTUAN KEUAHGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai polit
SURPLUS / DEFISIT
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
Koreksi SLPA

PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

23.625.875.993,00
21,234.846.193,00
3.667,450,000,00
245,400,000,00
14.637.066.839, 15
1.127.349,228,00

11.448.513.257,00
1.066.800.000,00

10.166.800.000,00

8.750.000.000,00
1,416,500,000,00

1.850.000.000,00
1.850.000.000,00
193.082.447.650,35
3,063,300,000,00
3,063,300,000,00
9,939, 130,195,00
157.000.000,00

5.036.520,00
1,548,000,000,00

0,00
10.000.000,00

19.300.000,00
64.000.000,00
56.400.000,00

512.960.000,00
638.505.500,00

3.365.059.425,00
398.600.000,00

164,950,000,00
98.750.000,00
3.500.000,00

2,455,000,000,00
265.718.750,00

24.000.000,00

142.350.000,00

105.612.867.605,85
95.462.855.605,85

4.169.400.000,00
4,680.612,000,00
1.300.000.000,00

74,176.649,850,00
45.801.762.400,00
4.166.652.050,00
6.026.885.500,00

11.091.278.500,00
0,00
3,850,000,000,00
130.000.000,00
1.810.071.000,00
200,000.,000,00
100.000.000,00

290.500.000,00
10,500.000,00
0,00

0,00

200,000.,000,00
80.000.000,00

2,000,000,000,00
2,000,000.,000,00
2,000,000,000,00
§4.705.436.750,00
84.705.436.750,00
§3.924.602.000,00
§3,924,602.000,00
780,834,750,00
780,834,750,00

(80.000.000.000,00)
80,000,000,000,00
80,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,00
80,000,000,000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.958,275.713,00
19,138.488.508,00
405.674,500,00
44,750,000,00
14.236.811.320,50
1,681,900,602,00

8.314.653.834,80
930.949.400,00

7.736.700.000,00

6.380.000.000,00
1,356,700,000,00

522.360.000,00
522.360.000,00
152.270.550.706,31
1.062.163.000,00
1.062,163.000,00
4,853.511,890,00
90,500,000,00

3.024.800,00
718,855.000,00

0,00
9.900.000,00

18.249.000,00
62.637.500,00
45.750.000,00

208.528.000,00
216.036.420,00

2,639.400.540,00
§2.850.000,00

60,850,000,00
98.750.000,00
0,00

459.640,000,00
93.960.000,00

9.130.630,00

35.350.000,00

80.132.395.396,00
70.300.798.346,00

3.938.067.000,00
4.619,329,000,00
1.274.201.000,00

65.958,195,470,31
42.721.586.895,00
4.143.360.500,00
4.427.216.035,31

9.953.861.500,00
0,00
3,730.069.140,00
29.270.000,00
749.831.000,00
193,000,000,00
0,00

264.285.000,00
0,00
0,00
0,00

183,000,000,00
76.285.000,00

0,00

0,00

0,00
52.150.164.348,00
82.150.164.343,00
§1.394.601.998,00
§1,394,601.998,00
755.562.350,00
755.562.350,00
15.128.959.303,15
38.367.587.053,50
38.357.587.053,50

38.376.916.736,79
(9.329 %)

20.958,275,713,00
19,138,488, 508,00
405.674,500,00
44,750,000,00
14.236.811.320,50
1.681,900,502,00

8.314.653.834,80
930.949.400,00

7.736.700.000,00

6.380.000.000,00
1,356,700,000,00

522.360.000,00
522.360.000,00
152.270.550.706,31
1.062,163.000,00
1.062,163.000,00
4,853.511,890,00
90,500,000,00

3.024.800,00
713,855,000,00

0,00
9.900.000,00

18.249.000,00
62.637.500,00
45.750.000,00

208.528.000,00
216.036.420,00

2.639.400.540,00
82.850.000,00

60,850,000,00
98.750.000,00
0,00

459.640,000,00
93.960.000,00

9.130.630,00

35.350.000,00

80.132.395.346,00
70.300.798.346,00

3.938.067.000,00
4,619,329,000,00
1.274.201.000,00

65.958,195,470,31
42.721.586.895,00
4.143.360.500,00
4.427.216.035,31

9.953.861.500,00
0,00

3,730,068, 140,00
29.270,000,00
749.831.000,00
193,000,000,00
0,00

264.285.000,00
0,00
0,00
0,00

183,000,000,00
76.285.000,00

0,00

0,00

0,00
52.150.164.348,00
82.150.164.343,00
§1.394.601.998,00
§1,394.601.998,00
755.562.350,00
755.562.350,00
15,128.968.303,15
38.367.587.053,50
38.357.587.053,50

38.376.916.736,79
(9.329 %)

(2.667.600.275,00)
(2.095.357.685,00)
(3.251.775.500,00)
(201.650.000,00)
(400.255.578,65)
554,551.374,00

(3.133.859.422,20)
(135.850.500,00)

(2.430.100.000,00)

(2.370.000.000,00)
(60.100.000,00)

(1.327.640.000,00)
(1.327.640.000,00)
(40.811.896.944,54)
(2.001.137.000,00)
(2.001.137.000,00)
(5.085.618.305,00)
(76.400.000,00)

(2.011.720,00)
{829.145.000,00)

0,00
(100.000,00)

(1.051.000,00)
(1.362.500,00)
(10.650.000,00)

(304.432.000,00)
(422.469.080,00)

(725.658.885,00)
(315.750.000,00)

{104, 100.,000,00)
0,00
(3.500.000,00)

(1.995.360.000,00)
{171.758.750,00)

(14.869.370,00)

(107.000.000,00)

(25.480.472.259,85)
(25.162.057.259,85)

(231.333.000,00)
(61.283.000,00)
(25.799.000,00)

(8.218.454,379,69)
(4.080.175.505,00)

(23.291.550,00)
(1.599.669.464,69)

(1.132.417.000,00)
0,00
{119.930.860,00)
(100.730.000,00)
(1.060.240.000,00)
(2.000.000,00)
{100.000.000,00)

(26.215.000,00)

(10.500.000,00)
0,00
0,00

(12.000.000,00)
(3.715.000,00)

(2.000.000.000,00)
(2.000.000.000,00)
(2.000.000.000,00)
(2.555.272.402,00)
(2.555.272.402,00)
(2.530.000.002,00)
(2.530.000.002,00)
(25.272.400,00)
(25.272.400,00)
95.128.969.303,15
(41.632.412.946,50)
(41.632.412.945,50)

(41.623.083.263,21)
(9.329 i)

38.367.587.053,50
53.496.556.356,65

38.367.587.053,50
53.436.556.356,65

(41.632.412,946,50)
53.436.556.356,65
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Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Janusrs.d 31 Desember 2019

REALTSAST
KODE REKENING URATAN ANGGARAN LEBTH / (KURANG)
s/d PERTODE LALU PERIODE THT TOTAL
4 PENDAPATAN - LRA 789.022.200.998,88 000  722.709.412.000,42  722.709.412.090,42  (66.312.788.908,%6)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 25.299.708.493,53 0,00 20.308.596. 176,63 20.308.596. 176,63 (+.991.112.316,30)
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 4,200,000.000,00 0,00 3.618.913.387,04 3.618,913.387,04 (581.086.512,96)
4.1.1.06 Pajak Hotel - LRA 100.000,000,00 0,00 140.265.753,00 140,265,753,00 40.265.753,00
4.1.1.07 Pajak Restoran - LRA 400,000.000,00 0,00 1.323.911.384,80 1,323.911,384,80 423.911,384,80
4.1.1.08 Pajak Hiburan - LRA 5.000.000,00 0,00 880.000,00 880.000,00 (4.120.000,00)
4.1.1.09 Pajak Reklame - LRA 35.500,000,00 0,00 8.447.790,62 8,447.790,62 (27.052.209,38)
4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan - LRA 2,150,000.000,00 0,00 1.413.269,102,00 1,413,269, 102,00 (736.730.898,00)
4.1.1.12 Pajak Air Tanah - LRA 4.500.000,00 0,00 2.719.140,00 2.719.140,00 (1.780.860,00)
4.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet - LRA 195.000,000,00 0,00 8.700.000,00 8,700,000,00 (186.300.000,00)
4.1.1.14 Pajak Mineral Eukan Logam dan Batuan -LRA 450,000.000,00 0,00 377.457.654,62 377.487.654,62 (72.512.345,35)
4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 300.000.000,00 0,00 279.197.562,00 279.197.562,00 (20.802.438,00)
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (EPHTE) -LRA 60.000.000,00 0,00 64.035.000,00 64.035.000,00 4.035.000,00
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 538,225.000,00 0,00 503.314.352,00 503.314.352,00 (34.910.648,00)
4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 160.000.000,00 0,00 204,361.500,00 204,361.500,00 44,361,500,00
4.1.2.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA 27.600.000,00 0,00 40.355.000,00 40.355.000,00 12,755,000,00
4.1.2.06 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 52.925.000,00 0,00 36.514.000,00 36.514.000,00 (16.411.000,00)
4.1.2.19 Retribusi Tempat Khusus Parkir -LRA 23,700,000,00 0,00 21.702.000,00 21,702,000,00 (1.993,000,00)
4.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 42,000.000,00 0,00 46.524,000,00 43,824,000,00 6.624.000,00
4.1.2.23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LRA 50.000.000,00 0,00 45.225.000,00 45.225.000,00 (4.775.000,00)
4.1.2.2 Retribusi [zin Mendirikan Bangunan -LRA 60.000,000,00 0,00 106.332.852,00 106.332,852,00 46.332,852,00
4.1.2.28 Retribusi [zin Gangguan -LRA 50.000,000,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00)
4.1.2.29 Retribusi [zin Trayek - LRA 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (12.000.000,00)
4.1.2.30 Retribusi [zin Perikanan - LRA 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (60.000.000,00)
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang ,000,000.000,00 0,00 7.087.056.743,68 7.087.058.743,68 (912.941.256,32)
Dipisahkan - LRA
4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mik .000.000.000,00 0,00 7.087.056.743,68 7.087.058.743,68 (912.941.256,32)
Daerah/BUMD - LRA
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 12,561,483.493,53 0,00 9.099.309.593,91 9.099,309.693,91 (3.462.173.799,62)
4.1.4.01 Hasil Perjualan Aset Daersh Yang Tidsk Dipisahkan - LRA 0,00 0,00 41.740.000,00 41.740.000,00 41.740.000,00
4.1.4.03 Penerimazn Jasa Giro - LRA 7.000.000.000,00 0,00 2.707.750.412,30 2.707.750.412,90 (4.292.249.587,10)
4.1.4.05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 5.339.234.301,5% 0,00 5.546.135.009,10 5.946,135.009, 10 606.500.707,52
4.1.4.07 patan Denda atas Pekerjaan - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LRA
4.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian 69.799.191,95 0,00 132.935.671,91 132.935.671,81 63.136,479,96
4.1.4.19 Laindain PAD yang Sah Lainnya - LRA 152.450.000,00 0,00 270.748.500,00 270.748.600,00 118.298.600,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 756.428.723.722,20 000  686.258.818.492,16  686.268.818.492,16  (70.159.905.230,04)
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 717.205.030.927,00 000  662.052696.053,00  662.052.696.059,00  (55.152.334.868,00)
4.2.1.01 Bagi Hasl Pajak - LRA 20,748,823.000,00 0,00 20.141.064,298,00 20,141,064,298,00 (607.758.702,00)
4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam -LRA 176.433,066.927,00 000 135.7i7.046.04600  135.717.046.046,00  (40.715.120.881,00)
4.2.1.03 Dana Alokasi Umum {DAU) - LRA 417.103.576.000,00 0,00  417.103.576.000,00  417.103.576.000,00 0,00
4.2.1.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) -LRA 62.542.255.000,00 0,00 48.712.799.715,00 48.712.799.715,00  (13.829.455.285,00)
4.2.1.05 Dana Alokasi Desa - LA 40.377.310.000,00 0,00 40.577.310.000,00 40.377.310,000,00 0,00
4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 0,00 0,00 3.367.812.420,00 3.397.812,420,00 3.397.812,420,00
4.2.2.03 Dana Penyesusian - LRA 0,00 0,00 3.397.812.420,00 3.397.812.420,00 3.397.812.420,00
4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 15.197.692.795,20 0,00 17.540.810.013,16 17.540.810.013,16 2.343,117.217,96
4.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasl Pajak - LRA 15.197.692.795,20 0,00 15.175.898.201,03 15.175,898.201,03 (21.794.594,17)
4.2.3.02 Pendapatan Bagi hasl Lainnya - LRA 0,00 0,00 2.364.911.812,13 2.364.911.812,13 2.364.911.812,13
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA 24.026.000.000,00 0,00 3.277.500.000,00 3.277.500.000,00  (20.748.500.000,00)
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - 24.026.000.000,00 0,00 3.277.500.000,00 3.277.500.000,00  (20.748.500.000,00)
4.3 LATN-LATN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 7.293,768.783,15 0,00 16.131.997.421,63 16.131,997.421,63 8.838,228,638,48
4.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA 7.293,768.783,15 0,00 16.131.997.421,63 16.131,997.421,63 5.838,228,638,48
4.3.3.01 Pendapatan Lainnya - LRA 7.293,768.733,15 0,00 16.131.967.421,63 16.131,597.421,63 5.838,228,638,48
5 BELANIA 739,419.036,705,41 0,00  61.61L523.963,61  619.611.523.969,61  (115.807.512.735,50)
5.1 BELANJA OPERAST 4359,568,137.371,41 0,00 418.929.314.429,85  418.929.314.420,85  (70.638.522.941,56)
5.1 Belanja Pegawai 207.343.834.008, 73 000  193.533476.22400  103.533.476.22400  (13.815.407.874,7)
5.1.1.01 Belania Gaji dan Tunjangan 96.587.316.315,34 0,00 40,285,451.727,00 90,285,481.727,00 (6.301,834.585,34)
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasian PNS 108,788 687.782,94 000  101.327.634497,00  101.327.634.497,00 (7.461.053.285,34)
5.1.1.03 Belanja Penerimazn lainnya Pmpinan dan Anggota DPRD serta 1,972,880.000,00 0,00 1.920.350.000,00 1,920,360,000,00 (52.520,000,00)
KDH/WKDH
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 264.503.953.272,63 000  208.664.798.20585  209.664.798.20585  (54.839.155.066,78)
5.1.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.837.290.085,00 0,00 6.749.949.053,00 6.749.949.053,00 (1.087.341.032,00)
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 2.877.299.880,00 0,00 1.959.744,847,00 1,959.744,847,00 (917.555.033,00)
5.1.2.03 Belania Jasa Kantor 17.016,359.847,00 0,00 12,510,508.831,00 12,510,508.831,00 (4.505.850.966,00)
5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi 2.330.850.000,00 0,00 2.129.514.336,00 2.129.514.336,00 (201.335.664,00)
5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.701,731.369,00 0,00 2.719.266.830,00 2.719,266.,830,00 (982.464.539,00)
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,956,103.671,00 0,00 3.641.031.314,00 3.641,031.314,00 (1.315.072.357,00)
5.1.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang Parkic 1.269.700.000,00 0,00 575.200.000,00 §75.200.000,00 (394.500.000,00]
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobiltas 342.296.000,00 0,00 237.620.000,00 237.620.000,00 (104.676.000,00)
5.1.2.10 Belanja Sewa Periengkapan dan Peralatan Kantor 547,350.000,00 0,00 572.103.000,00 572,103.000,00 (275.247.000,00)
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 14,827,145.631,00 0,00 12,357.077.808,00 12,357.077.808,00 (2.470.067.823,00)
5.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 813.350.000,00 0,00 804.055.000,00 804.055.000,00 (2.295.000,00)
5.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja 780,342.000,00 0,00 705.683.500,00 705.683.500,00 (75.158,500,00)
5.1.2.14 Belanja Pakaizn Khusus dan Hari-hari Tertentu 3.403.481.769,00 0,00 3.187.318.000,00 3.187.318.000,00 (216,163.769,00)
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 55.942.087.312,48 0,00 49.388.878.473,00 49.338.878.473,00 (6.553.208.839,48)
5.1.2.18 Belanja Pemeinaraan 6,098, 128.655,00 0,00 5.146.535.019,83 5.146,535.019,33 (951.593.635,17)
5.1.2.18 Belania Jasa Konsultansi 29,217.400.000,00 0,00 8.581.538.500,00 8,581,536.500,00  (20.635.861.500,00)
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 31.079.980.663,00 0,00 78.987.931.406,45 28.987.931.406,45 (2.092.049.256,55)
5.1.2.22 Belanja Beasiswa Pendidkan PNS 260,000.000,00 0,00 260.000.000,00 260,000.000,00 0,00
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelathan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6.138,395.850,00 0,00 5.400.778.375,00 5.400,778.375,00 (737.617.475,00)
5.1.2.24 Belanja Honorarium Non Peganal 9.400.000,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 (1.300.000,00)
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Belanja HonorariLm PNS

Belanja Honorarium Non PHS

Belanja Uang untuk Diberkan kepada Fihak Ketiga/Masyarakat
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS

Belanja Barang Dana BOS

Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional

Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap Lainnya

Uang untuk diberkan kepada Pihak Ketiga /Masyarakat
Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belania Modal Tanah - Fengadaan Tanah Untuk Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar
Darat

Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut
Apung Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman /Alat Penyimpan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Urit
Laboratorium

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Peraga/Prakiek Sekolah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat
Laboratorium Kimia Nuki
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Fiska Nukiir / Elektronika
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan
Non Senjata Api
Belanjs Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan
dan Perindungan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Medal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Menara

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Bersejarah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Tugu Peringatan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Tugu itk Kontrol/Pasti
Belanja Modal Gedung dan Bangunian - Pengadaan Bangunan
Rambu-Rambu

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air Pasang Surut

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengembangan Sumber Air dan Air Tanal

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Air Minum/Air Bersih

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Gardu Listrik

Belania Modal Jalan, Irigas dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
Listrik

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang
Perpustakaan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga
Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap
Renovasi

BELANIA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga
TRANSFER
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politic
SURPLUS / DEFISIT
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
Koreksi SiLPA

PEMBIAYAAN NETTO
SI5A LEBTH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

22.786.224.075,00
25.841,273,200,00
141,500.000,00
279.900.000,00
19,356,834.112,15
1,523,629,353,00

3.369,798.750,00
1.455.601.000,00
16.665.300.000,00
15.100.000.000,00
1,565,300,000,00
1.050,000,000,00
1.050,000,000,00
247,350,899.334,00
5.159,200.000,00
5.159,200.000,00
22,274,209.060,00
20,700.000,00

296.615.300,00
7.486.401.471,00

822.000.000,00

909.500.000,00
318.350.000,00

576.000.000,00
3.458.038.000,00

3.482.820.760,00
712.150.000,00

506.055.000,00
34.500.000,00
1.804.938.529,00
300.312.500,00
1.333.521.000,00
500.000,00
50.000.000,00
0,00

161.306.500,00

166.250.360.722,00
160.876.672.722,00

2,133,126.000,00
100,000.000,00
180,000.000,00
2.465.562.000,00
145.000.000,00

350.000.000,00

51.740.329.552,00

32.735.059. 105,00
3.943.810.000,00
6.986.060.447,00

2.727.500.000,00
2.867.400.000,00
230.000.000,00
301.000.000,00
85,000,000,00
1,757.000,000,00
107.500.000,00

2.426.800.000,00
1.716.800.000,00
100.000.000,00

60.000.000,00

500.000.000,00
50.000.000,00

2,000.000.000,00
2,000.000.000,00
2,000.000.000,00
102,636.691,342,70
102,636.691,342,70
101,805,856.592,70
101,805,856.592,70
830.834.750,00
830.834.750,00

(53.033.527.049,23)
53.033.527.049,23
53.033.527.049,23
53.033.527.049,23
0,00
53.033,527.049,23
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.192.484.374,00
22,171.420,565,00
141.500.000,00
256.000.000,00
15.996,907.652,57
1.049.661.241,00

2,561.971,504,00
1.072.018.172,00
15.247.450.000,00
13.775.000.000,00
1.472,450,000,00
483.590.000,00
483.590.000,00
200.652.209.533,76
204.408,320,00
204.408.320,00
14.914,525.149,00
20.550.000,00

109.070.500,00
4.428.657.189,00

72.000.000,00

752.380.000,00
246.753.096,00

502.424.250,00
1.644.508.358,00

3.256.009.294,00
482.396.000,00

461.563.870,00
29.500.000,00
1.395.003.892,00
259.090.000,00
996.671.800,00
430.000,00
50.000.000,00
0,00

157.446.500,00

135.348.243.139,00

130.820.282.045,00

20.192.484.374,00
22,171,420,569,00
141,500,000,00
256.000.000,00
15,996,907.652,57
1.049,661,241,00

2,561,871,504,00
1.072.018.172,00
15.247.450.000,00
13.775.000.000,00
1,472,450,000,00
483,590,000,00
483,590,000,00
200.682.209.538,76
294,408,320,00
294,408,320,00
14,914,525,149,00
20,550,000,00

109.070.800,00
4.428.667.189,00

72.000.000,00

752.380.000,00
246.753.096,00

502.424.250,00
1.644.508.358,00

3.266.009.294,00
482.396.000,00

461.563.870,00
29,500.000,00
1.395.003.892,00
259.090.000,00
996.671.800,00
490.000,00
50.000.000,00
0,00

157.446.500,00

135.348.243.139,00
130,820,282,045,00
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(2.593.739.701,00)
(3.669.852.631,00)
0,00
(23.900.000,00)
(3.359.926,459,53)
(473.968.112,00)

(807.826.946,00)
(383.582.828,00)
(1.417.850.000,00)
(1.325.000.000,00)
(92.850.000,00)
(566.410.000,00)
(566.410.000,00)
(47.168.689.794,24)
(4.864.791,680,00)
(+.864.791,680,00)
(7.359.683.911,00)
(150.000,00)

(187.544.400,00)
(3.057.734.282,00)

(750.000.000,00)

(157.120,000,00)
(72.096.904,00)

(73.575.750,00)
(1.813.529.642,00)

(216.811.466,00)
(229.754.000,00)

(44,491, 130,00)
(s.000.000,00)
(409.934.637,00)
(1.222,500,00)
(336.849,200,00)

(10.000,00)

(3.860.000,00)

(30.902.117.583,00)
(30.056.390.677,00)

1.813.951,094,00
99,579.000,00
0,00
2.021.824.000,00
143.810.000,00

348.467.000,00

48.012.155.955,76

31.220.375.092,87
3.943.809.999,89
6.405.408.811,00

2.650.968.000,00
1.359.234.152,00
229.304.000,00
299.779.000,00
§3.509.000,00
1.702.105,000,00
107,362.800,00

2.112.875.976,00
1.429.982.976,00
99.396.000,00

59.300.000,00

481.580.000,00
42.118.000,00

0,00
0,00
0,00
102.606.927.571,00
102.606.927.571,00
101,805.856.589,00
101,805.856.589,00
801.070.982,00
801.070.982,00
490.960.549,81
53.483.407.295,17
53.483.407.295,17
53.496.556.355,65
{13.149.061,48)
§3.483.407.295,17
§3.074.367.844,98

1.513,981,094,00
9.879,000,00
0,00
2.021.824.000,00
143.810.000,00

348.467.000,00

43.012.155.955,76

31.220.375.092,87
3.943.809.999,89
6.405.408.811,00

2.660.968.000,00
1.359.234.152,00
229.304.000,00
299.779.000,00
83.809,000,00
1,702,105,000,00
107.362,500,00

2.112.876.976,00
1.429.982.976,00
99.396,000,00

59.800.000,00

481.580.000,00
42.118.000,00

0,00
0,00
0,00
102.606.927.571,00
102,606.527.571,00
101.805.856.589,00
101.805.856.589,00
601.070.982,00
801.070.882,00
490.960.549,81
53.483.407.295,17
53.483.407.295,17
53.496.556.356,65
(13.149.061,48)
53,483,407.295,17
53.974,367.844,38

(218.144.506,00)
(121.000,00)
(180.000.000,00)
(443.738.000,00)
(1.190.000,00)

(1.533.000,00)

(3.728.173.5%6,29)

(1.514.684.012,13)
©,11)
(580.651.636,00)

(66.532.000,00)
(1.508.165.848,00)
(696.000,00)
(1.221.000,00)
(1.191,000,00)
(54.895.000,00)
(137, 100,00)

(313.923.024,00)
(286.817.024,00)
{504.000,00)

(200.000,00)

(18.420.000,00)
(7.882.000,00)

(2.000.000.000,00)
(2.000.000.000,00)
(2.000.000.000,00)
(29.763.771,70)
(29.763.771,70)
(3,70
(3,70
(29.763.768,00)
(29.763.768,00)
53.524.487.599,04
449.880.245,94
449.880.245,94
463.029.307,42
(13.149.061,48)
443,880.245,94
53.974,367.544,38
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PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Jarusrs.d 31 Desember 2020

REALTSAST
KODE REKENTNG URATAN ANGGARAN LEBTH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE TNT TOTAL
4 PENDAPATAN - LRA 767.225.574.519,88 0,00  730.359.538.938,10  730.359.538.938,10  (35.866.035.581,78)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 25.920.364.265,73 0,00 11.941.721.402,71 11.941.721.402,71  (13.978.642.863,02)
41,1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2,520.000.000,00 0,00 3.440.103.869, 12 3.440,103.869, 12 920,103,869, 12
4.1.1.06 Pajak Hotel - LRA 20,000,000,00 0,00 40.155.362,50 40,155,362,50 20,155,362,50
4.1.1.07 Pajak Restoran -LRA 250,000.000,00 0,00 1.260.616.254,60 1,260,616.254,60 1,010.616.254,60
4.1.1.08 Pajek Hiburan - LRA 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
4.1.1.08 Pajak Reklame - LRA 35,500,000,00 0,00 1.683.290,62 1.683.290,62 (33.816.709,38)
4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan - LRA 1,600,000.000,00 0,00 1.656.539.674,00 1,656.539.674,00 56.539.674,00
4.1.1.12 Pajak Air Tanah - LRA 4.500.000,00 0,00 2.382.720,00 2.382.720,00 (2.117.280,00)
4.1.1.13 Pajek Sarang Burung Walet - LRA 45.000.000,00 0,00 §.100.000,00 8.100.000,00 (36.500.000,00)
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -LRA 200,000.000,00 0,00 234.196.139,40 234,196.139,40 34,196,139,40
4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA 300,000.000,00 0,00 231.930.428,00 231,930,428,00 (68.069.572,00)
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tansh dan Bangunan (BPHTE) - LRA 60.000.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 (55.500.000,00)
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 499.300.000,00 0,00 972.295.144,00 972.295.144,00 472.995.144,00
4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 251,775.000,00 0,00 205, 158.500,00 206,158,500,00 (45.616.500,00)
4.1,2.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA 22,600.000,00 0,00 37.106.000,00 37.106,000,00 14.506.000,00
4.1.2.06 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 42.925.000,00 0,00 41.613.000,00 41.613.000,00 (1.312.000,00)
4.1.2.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 0,00 0,00 18.816.000,00 18.816.000,00 18.816.000,00
4.1.2.09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA 0,00 0,00 1.574,000,00 1,574,000,00 1,574,000,00
4.1.2.18 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 13.000.000,00 0,00 00.000,00 00.000,00 12,500.000,00
4.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 35.000.000,00 0,00 42.710.000,00 42.710,000,00 7.710.000,00
4.1.2.23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA 42,000.000,00 0,00 44.000.000,00 44,000,000,00 2,000,000,00
4.1.2.2 Retribusi Lzin Meniirikan Bangunan -LRA 52.000.000,00 0,00 554.817.644,00 554,817.644,00 502.817.644,00
4.1.2.28 Retribusi [zin Gangguan - LRA 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00)
4.1.2.28 Retribusi [zin Trayek - LRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang .,000,000.000,00 0,00 4.029.893.627,19 4.029.893.627,19 (3.970.106.372,81)
Dipisahkan - LRA
4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milk .,000,000.000,00 0,00 4.029.893.627,19 4.029.893.627,19 (3.970.106.372,81)
Daerah/BUMD - LRA

4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 14.901.064.265,73 0,00 3.499.428.762,40 3.499.428.762,40  (11.401.635.503,33)
4.1.4.01 Hasi Penjualan Aset Daerah Yang Tidsk Dipisahkan -LRA 0,00 0,00 215.841.031,00 215.841.031,00 215.841.031,00
4.1.4.03 Penerimaan Jasa Giro - LRA 7.000.000.000,00 0,00 2.329.507.914,60 2,329.507.914,60 (4.670,492,085,40)
4.1.4.05 Tuntutan Gant Kerugian Daerah -LRA 6.138.196.619,89 0,00 398.602.000,00 398,602,000,00 (5.739.544.619,89)
4.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian 69.795.191,95 0,00 189.926.273,80 189.926.273,80 120.127.081,85
4.1.4.18 Lain-ain PAD yang Sah Lainnya - LRA 1.693.118.453,39 0,00 365.551.543,00 365.551,543,00 (1.327.566.910,85)
4.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 734,011,441,471,00 0,00  712.428.260.538,12  712.428.260.538,12  (21.583.180.932,88)
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 677.350,127.535,87 0,00 663.204.940.283,00  663.204.540.283,00  (14.145.187.255,87)
4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak - LRA 22,344,466.,769,00 0,00 15.135.641,148,00 15,135.641,148,00 (7.208.825.621,00)
4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 108.850.708. 768,87 0,00  118.222.990.76400  118.222.990.764,00 8.332.280.994,13
4.2.1.03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 413.506.614.000,00 0,00  412.379.208.000,00  412.379.208.000,00 (1.127.406.000,00)
4.2.1.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) -LRA 89,499,331.000,00 0,00 75.358.094,371,00 75.358.094.371,00  (14.141,236.629,00)
4.2.1.05 Dana Alokasi Desa - LRA 42,102,006.000,00 0,00 42.109.006.000,00 42,109.006,000,00 0,00
4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 26.034.690.000,00 0,00 26.034.630.000,00 26.034.690.000,00 0,00
4.2.2.03 Dana Penyesuaian - LRA 26.034.690.000,00 0,00 26.034.630.000,00 26.034.690.000,00 0,00
4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 26.306.962.684,17 0,00 18.884.969.007, 16 18.884.969.007, 16 (7.421.993.677,01)
4.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasl Pajak - LRA 26.306.962.684,17 0,00 15.751.499.564, 16 15.751.499.564,16  (10.555.463.120,01)
4.2.3.02 Pendapatan Bagi hasi Lainnya - (RA 0,00 0,00 3.133.469.443,00 3.133,469.443,00 3.133,469.443,00
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA 4.319.661,247,96 0,00 4.303.661.247,36 4.303.661,247,96 (16.000,000,00)
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - 4.319.661,247,96 0,00 4.303.661.247,36 4.303.661,247,96 (16.000,000,00)
4.3 LATN-LATN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 7.293.763.783,15 0,00 5.589.556.997,27 5.989.556.957,27 (1.304,211,785,88)
4.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA 7.293.768.783,15 0,00 5.980.556.997,27 5.989.556.997,27 (1.304,211,785,88)
4.3.3.01 Pendapatan Lainnya - LRA 7.293.768.783,15 0,00 5.389.556.997,27 5.989.556.997,27 (1.304,211,785,88)
5 BELANJA 723,441,143.860,97 0,00  650.183.566.190,27  650.183.566,190,27  (73.257.577.670,70)
5.1 BELANJA OPERAST 523,856,112.265,30 000  467.307.260.71227  467.307.260.712,27  (56.548.851.553,03)
5.1.1 Belanja Pegawai 258,034,147.378,22 0,00  237.69L52L167,00  237.691.521.167,00  (20.342.626.211,22)

1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 116.182.896.452,96 0,00 98.865.381.037,00 98.865.381.037,00  (17.317.515.415,36)
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasian PNS 138.779.650.925,26 0,00  135.904.30.130,00  135.904.340.130,00 (2.875.310.795,26)
5.1.1.03 Belanja Penerimaan lsinnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta 3.071.600.000,00 0,00 2.921.300,000,00 2,921,800,000,00 (14.800,000,00)

KDH/WKDH

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 232.841.021.274,08 0,00  198.318.216.932,27  198.318.216.932,27  (34.522.804.341,81)
5.1.2.01 Belanja Bahan Pakal Habis 7.689.019.320,00 0,00 6.786.746.737,00 6.786.746.737,00 (902.272.583,00)
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material 4.251,394.760,00 0,00 3.679.511.962,00 3.679.511.962,00 (571.882.798,00)
5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 14,365.082.130,00 0,00 10.728.429.977,00 10.728.429.977,00 (3.636,652,153,00)
5.1.2.04 Belanja Premi Asuransi 3.045.008. 120,00 0,00 2.855.225.475,00 2.865.226.476,00 (179.781.644,00)
5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.329.850.217,00 0,00 2.501.261,330,00 2.901,281,330,00 (1.428.608.887,00)
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.710,830,726,00 0,00 3.833.508.765,00 3.833.808.765,00 (877.121,961,00)
5.1.2.07 Belanja Sewa Rumah/Geduna/Gudang/Parkir §72.000.000,00 0,00 746.500.000,00 746.500.000,00 (125.500.000,00)
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 639.350.000,00 0,00 416.600.000,00 416.,600,000,00 (223.250,000,00)
5.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,116,375.000,00 0,00 613,889.000,00 613,889.000,00 (502.486,000,00)
5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 15.660.511.087,96 0,00 12.139.094.860,00 12.139.094.860,00 (3.521.416.227,96)
5.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atrbutnya 243,160.000,00 0,00 222,760.000,00 222,760,000,00 (20.400,000,00)
5.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja 509,447.400,00 0,00 486.782.400,00 486,782,400,00 (22.665.000,00)
5.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 689.700.000,00 0,00 559.518.000,00 559.518.000,00 (130.182.000,00)
5.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 45,584,582.490,73 0,00 38.531.002.782,00 33,531,002.782,00 (7.053.975.708,73)
5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan 5.559.626.058,00 0,00 4.704.361.152,00 4.704,361,152,00 (855.264,906,00)
5.1.2.18 Belanja Jasa Konsultansi 5.197.280.000,00 0,00 5.164.790.500,00 5.164.790.500,00 (32.489.500,00)
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Phak 32,005,996,772,00 0,00 26.560,057.051,00 26,960,057.051,00 (5.045,439.721,00)
5.1.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 230,000,000,00 0,00 230,000,000,00 230,000,000,00 0,00
5.1.2.23 Belanja Kursus, Pelatian, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.764.093.000,00 0,00 1.694.249.600,00 1.694.249.600,00 (69.843.400,00)
5.1.2.24 Belanja Honorarium Non Pegawai 5.000.000,00 0,00 5.600.000,00 5.600,000,00 (3.400,000,00)
5.1.2.25 Belanja Honorarium PNS 22,641935.072,00 0,00 20.231.928.618,00 20.231,928,618,00 (2.410,006,454,00)
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Belanja Honorarium Nor PNS

Belanja Uang untuk Diberikan kepada Phak Ketiga Masyarakat
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS

Belanja Barang Dana BOS

Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional

Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap Lainnya

Uang untuk diberikan kepada Finak KetigaMasyarakat
Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Belanya Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidkan Dasar
Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

BELANJA MODAL

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar
Darat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotar

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut
Apung Bermoto

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemelinarazn Tanaman/Alat Penyimpan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Peraga/Prakick Sekolsh

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan
dan Perlindungan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunian
Gedung Tempat Kerja
Belanja Modal Gedung dan Bangunian - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Bersejarah

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Tugu Peringatan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air Irigasi
Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA
Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Air MinumjAir Bersih

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi
Pembangkit Listrik

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
Listrik

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap
Renovasi

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga

TRANSFER

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik
SURPLUS | DEFISTT
PENERTMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
Koreksi SiLPA

PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

27.738.973.514,00
36.570.000,00
250,800,000,00
18,348.714.235,39
1.214.428.491,00

10,618, 192,880,00
3,488,560,000,00
32,039, 108,863,00
29.933,508,853,00
2,105,500,000,00
941,§34,750,00
941,§34,750,00
198.,085.031,585,67
697.000,000,00
697.000,000,00
41,100, 151,058,00
340.980.000,00

2,000.000,00
1.402.374.993,00

27.800.000,00
676.400,000,00

63.000.000,00
21.500.000,00
129,029.510,00

973.505.514,00
1.764.799.394,00

4.813.999.770,00
1.014.200.000,00

272,239.000,00
227.350.000,00
26.,801.972,777,00
2,554,000,000,00

15.000.000,00

102.355.208.966,67
87.466.839.461,00

14.461.089.005,67
300.000.000,00
137.280.000,00

53.709.672.071,00
39.436.528.444,00
5.121.548.455,00
6.645.155.000,00

2.120.350.023,00
331.060,148,00
15.000.000,00
40,000,000,00

213.000.000,00
213.000.000,00
0,00

1,500.000.000,00
1,500.,000.000,00
1,500,000,000,00
97.624,728.503,89
97.624,728.503,89
96.783,185.053,89
96.783,185.053,89
841,543,450,00
841,543,450,00

(53.840.297.844,98)
53.840.297.844,98
53.840.297.844,98
53.640.297.894,98
0,00
53.840.297.844,38
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25.690,729.513,00
30.900.000,00
245,400,000,00
17.956,973,432,27
996.664.212,00

8.211,260,465,00
1,684,150,000,00
30.841,402.613,00
28.928,508,863,00
1,912,793.750,00
456,120,000,00
456,120,000,00
182.876.305.473,00
237.765.760,00
237.765.760,00
33.037.046.032,00
302.830.000,00

0,00
322.374.992,00

27.800.000,00
676.400,000,00

62.750.000,00
13.500.000,00
8,500.000,00

762.152.314,00
1.541.069.000,00

4.454.673.976,00
889.905.288,00

251,839,000,00
226.350.000,00
21,458,986,776,00
2,028,849,686,00

8.750.000,00

95.463.004.181,00
§3.471.983.332,00

12.760.697.349,00
93.043.500,00
137.280.000,00

52.927.185.781,00
33.672.455.457,00
5.121.548.453,00
6.645.154.999,00

2.118.517.023,00
319.010,148,00
15,000.000,00
35.509.700,00

211.293.724,00
211.293.724,00
0,00

0,00
0,00
0,00
96.463,880.050,00
96.453,880.050,00
95.622,336.600,00
95.622.336.500,00
§41,543,450,00
§41,543,450,00

(16.287.507.302,17)
52.496.018.163,08
52.496.018.163,08

53.974.367.844,98
(1.478.343.681,90)

52.436.013. 163,08
36.208.110.860,51

25,690,729,513,00
30.900.000,00
245,400,000,00
17.956.973.432,27
936.664.212,00

8,211,260,465,00
1,684,150,000,00
30.841,402.513,00
28.928,608,863,00
1,912,793.750,00
456,120,000,00
456,120,000,00
182.876,305,478,00
237.765,760,00
237.765,760,00
33.037.046.032,00
302.830.000,00

0,00
322.374.992,00

27.800.000,00
676.400,000,00

62.750.000,00
13.500.000,00
8,800,000,00

762.152.314,00
1.541,069.000,00

4.454.673.976,00
889.905.288,00

251,839,000,00
226.350.000,00
21,458,986,776,00
2,028.,849.686,00

8.760.000,00

96.463.004.181,00
§3.471.983.332,00

12.760.697.349,00
93.043.500,00
137.280.000,00

52.927.185.781,00
33.672.455.457,00
5.121.548.453,00
6.645.154.999,00

2.118.517.023,00
319.010,149,00
15,000.000,00
35.509.700,00

211.293.724,00
211.293.724,00
0,00

0,00
0,00
0,00
96.453,880.050,00
96.453,880.050,00
95.622,336.500,00
95.622.336.500,00
841,543,450,00
841,543,450,00

(16.287.507.302,17)
52.496.018.163,08
52.496.018.163,08

53.974.367.844,98
(1,478.343.681,90)

52.436.013.163,08
36.208.110.860,51

(2.048.243.901,00)
(5.670.000,00)
(35.400.000,00)
{391.740.803,12)
(217.764.279,00)

(2.406.932.415,00)
(1.804.410.000,00)
(1.17.706,250,00)
(1.005.000.000,00)
(192.706.250,00)
(485.714.750,00)
(485.714,750,00)
(15.208.726.117,67)
{459.234,240,00)
{459.234,240,00)
(8.063.105.026,00)
(38.150.000,00)

(2.000.000,00)
(1.080.000.001,00)

(250.000,00)
(8.000.000,00)
{120.229.510,00)

(211.353,300,00)
(223.730.394,00)

(359.320.734,00)
{124.294,712,00)

(20.400.000,00)
(1.000.000,00)
(5.342.986.001,00)
(525.150.314,00)

(6.240.000,00)

(5.902.204.285,67)
(3.994.856.129,00)

(1.700.391.656,67)
(206.956..500,00)
0,00

(782.476.230,00)
(764.072.987,00)
(2,00)
(1,00)

(1.863.000,00)
(12.050.000,00)
0,00
(4.430.300,00)

(1.706.275,00)
(1.706.275,00)
0,00

(1.500.000.000,00)
(1.500.000.000,00)
(1.500.000.000,00)
(1.160.848.453,89)
(1.160.848.453,89)
(1.160.848.453,89)
(1.160.848.453,89)

0,00

0,00
37.552.390.542,81
(1.344.279.681,90)
(1.344.279.681,90)

134.070.000,00
(1.478.349.681,90)

(1.344.279.681,90)
35.208.110.860,91
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Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
LAPORAN REALISASTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Janusrs.d 31 Desember 2021

REALISAST
KODE REKENING URATAN ANGGARAN LEBTH / (KURANG)
s/d PERTODE LALU PERIODE INT TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 803.973.670.700,87 0,00 772.036.806.641,54 772.036.806.641,54 (31.936.864.059,33)
4.1 PENDAPATAN ASLT DAERAH (PAD) 54.112.924. 196,00 0,00 19.857.987.030,66 19.857.987.030,66 (34.254.937.165,34)
411 Pajak Daerah 3.071.000.000,00 0,00 3.757.579.642,80 3.767.579.642,80 696.579.642,80
4.1.1.06 Pajak Hotel '50.000.000,00 0,00 83.092.224,35 83.092.224,35 (6.907.775,65)
41107 Pajak Restoran 701,000.000,00 0,00 1.395.457.631, 18 1,395,457.631,18 694,457,631, 18
4.1.1.08 Pajak Hiburan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00)
4.1.1.09 Pajak Reklame 5.000.000,00 0,00 2.646.300,87 2.646.300,87 (2.353.699,13)
41110 Pajak Penerangan Jalan 1,600.000,000,00 0,00 1842.286.569,00 1,842,288,869,00 242,288.869,00
41112 Pajak Air Tanah 4.000.000,00 0,00 3.623.920,00 3.623.920,00 (376.080,00)
4.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 (1.900.000,00)
41114 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 400,000.000,00 0,00 55.010.634,40 93.010.694,40 (301.589.305,60)
41115 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkataan (PBEP2) 236,000.000,00 0,00 236.562.003,00 236,562.003,00 562.003,00
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 20.000.000,00 0,00 97.798.000,00 97.798.000,00 77.798.000,00
4.1.2 Retribusi Daerah 536.000.000,00 0,00 642.047.033,00 642.047.033,00 106.047.033,00
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 294.300.000,00 0,00 251.366.500,00 251.366.500,00 (42.933.500,00)
41202 Retribusi Jasa Uszha 181,700,000,00 0,00 353.205.600,00 353,205.600,00 171.505,600,00
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 60.000.000,00 0,00 37.474.933,00 37.474.933,00 (22.525.067,00)
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.000.000.000,00 0,00 4.323.109.559,19 4.323.109.559,19 (3.676.890.440,81)
4.1.3.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 0,00 0,00 4.323.109.559,19 4.323.109.559,19 4.323.109.559,19
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4.1.3.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 8.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.000.000.000,00)
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
414 lain PAD yang Sah 42505924, 196,00 0,00 11.125.250.795,67 11.125.250.795,67  (31.380,673.400,33)
41401 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisafkan 0,00 0,00 207.130.264,00 207.130.264,00 207.130.264,00
4.1.4.04 Hasil Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 289.790.854,00 289.790.864,00 289.790.864,00
4.1.4.05 Jasa Giro 0,00 0,00 1.654.980.614,73 1.654.980.614,73 1.654.980.614,73
4.1.4.08 Penerimaan atas Tuntutan Gant Kerugian Keuangan Daerah 0,00 0,00 1.778.598.353,55 1.778.568,353,55 1,778.58,353,55
41411 P Denda atas Pekerjaan 0,00 0,00 642.849.954,39 642.849.954,39 642.849.954,39
4.1.4.15 Pendapatan dari Pengembalian 22.820.978.348,00 0,00 4.818.722.395,00 4.818.722.395,00 (18.002.255.953,00)
41417 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan 17.360,395.812,00 0,00 0,00 0,00  (17.350.335.512,00)
41418 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesshatan Nasional (JKN) 2.324,550.036,00 0,00 1.734.740.850,00 1,734,740.850,00 (589.809.186,00)
pada Fasiitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP;
4.1.4.23 Lain-ain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 ¢ 00,00 a 00,00 a 00,00;
42 PENDAPATAN TRANSFER 741,805.682.643,00 000  747.257.99161088  747.257.991610,88 5.452,308.967,88
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 703.942.322.231,00 0,00 722.850.353.531,00 722.860.353.531,00 18.918.031.300,00
4.2.1.01 Dana Perimbangan 605.812.784.231,00 0,00 624.730.815.531,00 624.730.815.531,00 18.918.031.300,00
42102 Dana Insentif Daerah {DID) 53,650.223.000,00 0,00 §3.650.228.000,00 53.,650.228,000,00 0,00
42105 Dana Desa 44,479,310.000,00 0,00 44,479,310.000,00 44,479,310,000,00 0,00
422 Pendapatan Transfer Antar Daerah 37.863.360.412,00 0,00 24.397.638.079,88 24,397.633.079,88  (13.465.722.332,12)
4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasi 33.543.699.164,00 0,00 19.577.413.151,01 19.577.413.151,01 (13.966.286.012,99)
4.2.2.02 Bantuan Keuangan 4.319.661.248,00 0,00 4.820.224.928,87 4.820.224.928,87 500.563.680,87
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.055.063.861,87 0,00 4.520.828.000,00 4.920.828.000,00 (3.134.235.861,87)
4.3.1 Pendapatan Hibah 467.824.928,87 0,00 0,00 0,00 (467.824.928,87)
43.1.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 467.324.925,87 0,00 0,00 0,00 (467.524.928,87)
433 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 7.587.238.833,00 0,00 4.920,328.000,00 4.920,828.000,00  (2.666,410.933,00)
Peraturan Perundang-Undangan
4.3.3.01 Lain-ain Pendapatan 7.587.238.933,00 0,00 4.520.828.000,00 4.920.828.000,00 (2.666.410.933,00)
5 BELANIA DAERAH 540.181.781.561,87 0,00  73L753.045.583,07  731.753.045.583,07  (108.428.735.975,50)
5.1 BELANJA OPERAST 586.791.040.723,52 0,00  S0Z06L282.41507  S02.061.282.41507  (84.720.758.308,55)
511 Belanja Pegawai 278.775.693.584,60 0,00  260.615700.544,00  260.615.700.944,00  (15,150.952.640,60)
51101 Belania Gaji dan Tunjangan ASN 106.573,558.643,60 000 100.704794.053,00  100.704.794.950,00  (5.873.763.684,60)
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 154.020.833.314,00 0,00 143.001.700.235,00 143.001.700.235,00 (11.018.133.079,00)
5.1.1.03 “Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 7.848.912.599,00 0,00 6.835.979.995,00 6.835.979.995,00 (1.012.932.604,00)
Lainnya ASN
5.1.1.04 Belanjs Gaji dan Tunjangan DPRD 9.683.627.103,00 0,00 9.566.698.427,00 9.566.698.427,00 (116.928.676,00)
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 181.921,518,00 0,00 156.851.528,00 156.851,828,00 (25.069.690,00)
51106 Belanja Penerimazn Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 461.840,407,00 0,00 349.675.500,00 349,675.500,00 (112.164.907,00)
512 Belanja Barang dan Jasa 295,514.706.676,32 000  230.902.238.021,07  230.902.238.02107  (64.612.468.655,25)
5.1.2.01 Belanja Barang 101,398,665.994,42 0,00 70.166.4911.565,00 70.166.491.565,00  (31.232.174,429,42)
5.1.2.02 Belanjs Jasa 94.020.801.351,00 0,00 74.243.546.794,00 74.243.596.794,00 (19.777.254.557,00)
5.1.2.03 Belanja Pemeinaraan 24,434.215.516,89 0,00 23.936.746.525,00 23.536.746,523,00 (497.468.983,59)
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 42.650,838.492,91 0,00 35.281.234.745,00 35.281.23474500  (7.369.603.747,91)
5.1.2.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberkan kepada Pinak 4.617.630.000,00 0,00 3.020.725.000,00 3.020.725.000,00 (1.596.905.000,00)
Ketiga/Finzk Lain Masyarakat
5.1.2.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 28.392.555.321,00 0,00 24.253.493.389,07 24.253.493.389,07 (4.139.061.931,93)
5.15 Belanja Hibah 11.937.555.000,00 0,00 10.471.543.450,00 10.471.543.450,00 (1.466.011.550,00)
5.1.5.04 Belanja Hibah kepada BUMD 1.000.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00)
5.1.5.05 Belanja Hbah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 10,096,011.550,00 0,00 5.130.000.000,00 9.130,000.000,00 (966.011.550,00)
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
51507 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politk 841.543.450,00 0,00 841.543.450,00 841.543.450,00 0,00
516 Belanja Bantuan Sosial 563,085.463,00 0,00 71.300.000,00 71,500,000,00 (491,285.463,00)
5.1.6.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 563,085.463,00 0,00 71.300.000,00 71,500,000,00 (491,285.463,00)
5.1.6.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 BELANJA MODAL 143,947,988.325,95 000  126.408.804.856,00  126.408.804.856,00  (22.539.183.469,95)
521 Belanja Modal Tanah 115.000.000,00 0,00 69.980.000,00 69.980.000,00 (45.020.000,00)
5.2.1.01 Belanja Modal Tanah 115.000.000,00 0,00 9.980.000,00 )9.980.000,00 (45.020.000,00]
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.078.666.235,87 0,00 39.440.675.337,00 39.440.675.337,00 (10.637.990.898,87)
5.2.2.01 Belanjz Modal Alat Besar 196.751.683,87 0,00 158.700.000,00 158.700.000,00 (38.051.683,87)
5.2.2.02 Belanja Modal Alat Angkutan 12,524,312.800,00 0,00 10,063.,520.445,00 10.063.520.445,00  (2.860,792.351,00)
5.2.2.03 Belania Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 692,000.000,00 0,00 §9.000.000,00 89,000.000,00 (603.000.000,00)
5.2.2.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.653.829.749,00 0,00 8.768.987.792,00 8.768.987.792,00 (884.841.957,00)
5.2.2.08 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.269.405. 187,00 0,00 1.074.165.900,00 1.074.165.500,00 (195.239.287,00)
5.2.2.07 Belania Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 15.500,816.070,00 0,00 10,773,342.416,00 10.773,342.416,00  (5.027.473.654,00)
5.2.2.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 6536.000.000,00 0,00 355.400.000,00 355.400.000,00 (280.600.000,00)
52210 Belanja Modal Kemputer 8.454.515.986,00 0,00 7.735.316.020,00 7.735.316.020,00 (719.199.966,00)

52211 Belanja Modal Alat Eksplorasi 176.034.760,00 0,00 149.195.760,00 149.195.760,00 (26.839.000,00)
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Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Bangunan Gedung
Belanja Modal Monumen

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Trigasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan
Belanja Modal Bangunan Ar
Belanja Modal Instalasi
Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga
Belanjz Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidsk Terduga
BELANJA TRANSFER

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa

SURPLUS / DEFISTT
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Pelampauan Penerimaan PAD
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan
Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

Sisa Belanja Lainnya
Koreksi SLPA

PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

95.000.000,00
180.000.000,00
53.657.126.881,12

53.612.126.881,12
45.000.000,00
39.335.034.423,96
34.342.796.714,96
693.000.000,00
2.285.295.709,00
2.013.942.000,00
5.762.160.785,00
163.202.195,00
0,00
385.000.000,00
5.213.958.590,00

629.566.683,00
629.566.588,00
629,566,588,00
103,813, 185.824,00
103,813, 185.824,00
4,431,900,000,00
99,351,285.824,00

(36.208.110.851,00)
36.208.110.851,00
35.208,110.851,00

0,00
36,208, 110.851,00
0,00

0,00
0,00
36,208, 110,851,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

94.500.000,00
178.547.000,00
45.512.197.637,00
45.512.197.637,00
0,00
35.029.277.457,00
33.101.765.297,00
690, 183.200,00
653.485.960,00
583.843.000,00
5.356.674.425,00
159.805.960,00
0,00
375.900.800,00
4.820.967.665,00

272.122.488,00
272.122.488,00
272.122.488,00
103.010.835.824,00
103.010.835.824,00
3,629,550,000,00
99,351.285.824,00

40,283.761.058,47
36.203.855.004,91
36.203,855,004,91
0,00
0,00
35.130.506.789,15

1.077.604.071,76
(4.255.856,00)

36.203.855.004,91

76.457.616.063,38

94.500.000,00
178.547.000,00
46.512.197.637,00
46.512.197.637,00
0,00
35.029.277.457,00
33.101.765.297,00
630, 183.200,00
653.485.960,00
533.843.000,00
5.356.674.425,00
159,805.960,00
0,00
375.900.800,00
4.820.967.665,00

272.122.488,00
272.122.488,00
272,122.488,00
103,010,835.824,00
103,010,835.824,00
3.629,550,000,00
99,381.285.824,00

40,283.761.058,47
36.203.855.004,91
36.203,855,004,91
0,00
0,00
35.130.506.789,15

1.077.604.071,76
(4.255.856,00)

36,203.855.004,91

76.487.616.063,38

110

(500.000,00)
(1.453.000,00)
(7.144.929.244,12)

(7.099.929.244,12)
(45.000.000,00)
(4.305.756.966,96)
(1.241.031.417,96)
(2.516.500,00)
(1.631.809.748,00)
(1.430.099.000,00)
(405.486.360,00)
(3.396.235,00)
0,00
(9.099.200,00)
(382.990.925,00)

(357.444.200,00)
(357.444.200,00)
(357.444.200,00)
{802.350.000,00)
{802.350.000,00)
{802.350.000,00)
0,00

76.491.871.918,47
(4.255.856,08)
(4.255.855,09)

0,00
(35.208.110.851,00)
35.130.506.789, 15

1.077.604.071,76
(4.255.856,00)
(4.255.856,08)

76.467.616.063,38



